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MOTTO 

 ćȰĆȅĆǠȮĆǪĆøɅ ĊȸĆȶĈȱ ĆƐĊȪćȞȱä ćǦĆȵäĆǼĆȺĆøȥ ăɎĈȥǠĆȡ ćȬĆǩ ĆɍĆĀ ĊȰĆȆĊȮĆǩ ĆɍĆĀ ĊǼĆȾĊǱĈä 

ñBersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan, dan janganlah terlena, 

karena penyesalan adalah akibat bagi orang yang bermalas-malasanò.1 
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 мϜ =aw 

 
Vokal (i) panjang = î 

 
рϒ =ay 
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ABSTRAK 

Al-Azis, Divo, Miôraj. 2025. Manajemen Pengembangan Calon Pegawai Negeri 

Sipil di Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat 

Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Skripsi. Program 

Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing. Prof. Dr. H. Nur Ali, M. Pd. 

Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu hal yang harus 

dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahan. Pegawai memegang peran strategis 

dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (smart govermence). 

Mengingat di era saat ini, persaingan global semakin ketat yang disebabkan oleh 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga 

pemerintahan, mereka dituntut untuk mengikuti laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan demikian, dibutuhkan suatu 

mekanisme pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan 

kompetensi pegawai demi peningkatan kualitas pemerintahan.  

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1). 

Bagaimana perencanaan pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI?, 2). Bagamana proses pelaksanaan 

pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI?, 3). Bagaimana evaluasi pelaksanaan pengembangan Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI?. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus, yakni 

dimana peneliti memahami fenomena yang terjadi dan untuk menjaga keaslian 

data peneliti terjun langsung dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data terkait 

dengan pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan menggunakan reduksi data, mendisplay data dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Perencanaan 

Pengembangan CPNS ditetapkan atas tiga hal yakni dasar hukum yang berlaku, 

perkembangan zaman dan penetapan tujuan, 2). Metode yang digunakan yakni on 

the job training/on class dan off the job training/off class, strategi yang diterapkan 

dalam pengembangan CPNS menggunakan strategi on campus dan off campus, 

sedangkan tahapan dalam proses pengembangan CPNS meliputi MOOC, Distance 

Learning, Pembelajaran Klasikal, PKTBT, hingga sampai ditahap pelepasan 

peserta yang semuanya melalui tahapan analisis kebutuhan, penyusunan program 

kegiatan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan, 3). Evaluasi pengembangan 

CPNS dalam penelitian ini ditekankan pada evaluasi Pelatihan Dasar (Latsar) 

CPNS. Proses evaluasi meliputi evaluasi peserta pelatihan Latsar CPNS, evaluasi 

tenaga pelatihan dan evaluasi penyelenggara pelatihan. 

Kata Kunci: Pengembangan, Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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ABSTRACT 

Al-Azis, Divo, Miôraj. 2025. Management of Civil Servant Candidate 

Development at the Center for Legislative HR Competency Development, 

Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of 

Indonesia. Thesis. Islamic Education Management Study Program, Faculty 

of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd. 

The development of prospective civil servants is crucial for every government 

agency, as employees play a vital role in achieving good governance. Amidst 

increasing global competition driven by rapid scientific and technological 

advancements, government institutions must adapt. To remain competitive, 

agencies require mechanisms to enhance prospective civil servants' competencies, 

ultimately improving governance quality. 

The research addresses the following problem statements: 1). How is the planning 

for the development of Civil Servant Candidates conducted at the Center for 

Legislative HR Competency Development, Secretariat General of DPR RI?, 2). 

How is the implementation process of Civil Servant Candidate development 

carried out at the Center for Legislative HR Competency Development, 

Secretariat General of DPR RI?, 3). How is the evaluation of the implementation 

of Civil Servant Candidate development conducted at the Center for Legislative 

HR Competency Development, Secretariat General of DPR RI?. 

This research uses a qualitative approach, which is where the researcher 

understand the phenomena under study and ensures data authenticity by directly 

engaging in the research process. Data related to the development of Civil Servant 

Candidates is collected through observation, interviews, and documentation. The 

collected data is then analyzed using data reduction, data display, and conclusion 

drawing techniques. 

Based on the research results, it can be concluded that: 1). The planning for the 

development of Civil Servant Candidates is determined based on three factors: 

applicable legal frameworks, the demands of the times, and goal-setting, 2). The 

methods used include on-the-job training/in-class and off-the-job training/out-of-

class approaches. The strategies implemented in the development of Civil Servant 

Candidates consist of on-campus and off-campus strategies. The stages of the 

development process include MOOC, Distance Learning, Classical Learning, 

PKTBT (Technical Competency Training), and the final stage of participant 

release. All these stages follow a sequence of needs analysis, activity program 

design, implementation, and activity evaluation, 3). The evaluation of Civil 

Servant Candidate development in this study focuses on the evaluation of Basic 

Training (Latsar) for CPNS. The evaluation process includes assessing Latsar 

CPNS training participants, training personnel, and training organizers. 

 

Keywords: Development, Civil Servants Candidates. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Manajemen pengembangan merupakan salah satu strategi untuk 

meningkatkan kompetensi teknis, teoritis, konseptual bahkan moral pegawai 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan dari manajemen pengembangan 

adalah bagaiamana pegawai tersebut dapat meningkat produktivitas kerjanya.2 

Manajemen pengembangan perlu didasarkan terhadap bukti jika seorang 

pegawai membutuhkan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan guna berkembang agar bisa bekerja efektif serta beretika di 

tempat kerja sesuai pekerjaannya. Sehingga manajemen pengembangan perlu 

dilakukan secara tepat dengan tujuan mencapai kemajuan. 

Sumber Daya Manusia (SDM) selalu menjadi most value atau aset yang 

sangat penting bagi setiap organisasi.3 Pada situasi penting seperti saat ini, 

pengembangan kompetensi SDM sangat berperan penting untuk memenuhi 

tujuan organisasi yang telah disepakati.4 Oleh karena itu, penting untuk 

mempertimbangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

manajemen pengembangan yang tepat sasaran dan bijaksana.5 Pengembangan 

 
2 Tomy Michael, ñManajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Kedua,ò Yogyakarta: Penerbit 

BPFE-UGM, 2017, 177. 
3 IS Ployhart, RE & Fulmer, ñóAset Kita Yang Paling Pentingô: Tinjauan Multidisiplin/Multilevel 

Tentang Penilaian Modal Manusia Untuk Penelitian Dan Praktik,ò Jurnal Manajemen , 40 (1), 161-

192, 2014. 
4 Wang Jia, M. Holly Hutchins, and N. Thomas Garavan, ñExploring the Strategic Role of Human 

Resource Development in Organizational Crisis Management,ò Human Resource Development 

Review 8, no. 1 (2009): 22ï53, https://doi.org/10.1177/1534484308330018. 
5 Charlita Trihapsari, Fadhilah Mujahidah, and Neneng Humairoh, ñEnhancement of the Quality of 

Human Resources Through Training and Development Programs in Schools,ò AL-TANZIM: Jurnal 
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SDM merupakan langkah penting yang bertujuan untuk lebih 

mengembangkan keterampilan pegawai, sehingga pegawai dapat bekerja 

dengan efektif.6 Pengembangan kompetensi mempunyai unsur-unsur antara 

lain informasi, kemampuan dan keterampilan yang berbeda sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pegawai lebih berkualitas, 

mahir dan siap bekerja serta dapat beradaptasi dengan cepat agar dapat 

meningkatkan kinerjanya.  

Pengembangan SDM bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di masa 

depan sedang menjadi topik yang sedang hangat baik di pemerintahan maupun 

lembaga pendidikan. Hal tersebut dikarenakan adanya kemajuan pesat baik 

berupa teknologi, pengetahuan dan budaya. Di bidang administrasi publik, 

pengembangan kompetensi CPNS terus diupayakan sebagai upaya 

mewujudkan pemerintah yang baik (good Govermence), tata kelola 

perusahaan (corporate govermence) dan masyarakat (civil society) agar 

pemerintah bekerja sama untuk mencapai tata kerja yang baik.7 

CPNS merupakan aset yang perlu dijaga dan dikembangkan. Peran dan 

kedudukannya akhir-akhir ini berubah menjadi lebih strategis, Hal ini 

sebanding dengan penelitian Universitas Michigan pada tahun 1988 hingga 

1992 yang dikutip oleh Heru Kurnianto Tjahjono, yang menyatakan bahwa 

organisasi atau lembaga telah mengalihkan fokus dan tujuan strategisnya ke 

 
Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 2 (2021): 145ï53, https://doi.org/10.33650/al-

tanzim.v5i2.2325. 
6 Richard A. Swanson, ñHuman Resource Development and Its Underlying Theory,ò Human 

Resource Development International, 2001, https://doi.org/10.1080/13678860110059311. 
7 Tedi Suherman, ñStrategi Pengembangan Kompetensi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Aparatur Di Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta,ò Journal of Chemical 

Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 287. 
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tahap peningkatan persaingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa modifikasi 

yang dilaksanakan oleh organisasi atau instansi tersebut berfokus pada 

pengembangan SDM.8  

Sebagai manajemen pengembangan SDM, pada tahapanya, analisis 

kebutuhan pelatihan, desain pelatihan, pembuatan program pelatihan, 

pelaksanaan pelatihan, dan penilaian pelatihan merupakan lima fase yang 

membentuk pengembangan SDM. Fase-fase ini secara konseptual dapat 

mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia.9 Poin-poin tersebut 

disorot penting terutama dalam tahapan analisis kebutuhan pelatihan yang 

dilakukan pertama kali sebagai sarana mengukur keberhasilan program.10 

Pada ruang lingkup pemerintahan, pengembangan CPNS telah menjadi 

agenda reformasi birokrasi. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

mengatur hal tersebut dan menyebutkan bahwa salah satu pilar pembinaan dan 

kemajuan Aparatur Sipil Negara adalah harus berlandaskan pada asas 

profesionalisme yang sesuai dengan posisinya.11 Tujuan dari terciptanya CPNS 

yang representatif adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai di seluruh 

tingkatan organisasi, menghindari perbedaan kemampuan dan merencanakan 

 
8 Heru Kurnianto Tjahjono, ñJurnal Akuntansi Dan Manajemen "Peran-Peran Sumber Daya 

Manusia: Telaah Konsepsual & Validasi Empiris,ò Volume 13. No. 2. Hal. 143. 
9 Jusuf Irianto, Sulikah Asmorowati, and Yuniawan Heru Santoso, ñPengembangan Manajemen 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Berdasar Sistem Addie Pada Aparatur Di Badan Pengembangan 

Sdm Provinsi Jawa Timur: Digitalisasi Training Needs,ò Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of 

Public Services) 6, no. 2 (2022): 511ï20, https://doi.org/10.20473/jlm.v6i2.2022.511-520. 
10 Jacqueline Reed and Maria Vakola, ñWhat Role Can a Training Needs Analysis Play in 

Organisational Change?,ò Journal of Organizational Change Management 19, no. 3 (2006): 393ï

407, https://doi.org/10.1108/09534810610668382. 
11 Presiden RI, ñUU RI No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,ò Bpk.Go.Id, 2014, 1ï

104, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014.Bagian III Pasal 70 Ayat 

1-2. Diakses 15 Juli 2024 Pukul 12.36 WIB. 
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pegawai sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya secara akurat dan 

menyeluruh.12 

Fenomena pengembangan CPNS menjadi tantangan yang dihadapi oleh 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan 

penyederhanaan jabatan pelaksana. Pengurangan posisi dari 95 menjadi 13 

dicapai melalui modifikasi yang dilakukan Sekretaris Jenderal. 

Penyederhanaan jabatan pelaksana adalah pemberlakuan dari Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 

Tahun 2022 mengenai Pelaksana Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi 

Pemerintah. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Helmizar pun 

membenarkan hal tersebut dengan mengatakan posisi jabatan pelaksana PNS 

tidak lagi diisi oleh jabatan pelaksana kelas lima. Untuk melengkapi prasyarat 

kelas enam, PNS yang masih berada dikelas lima harus meningkatlan 

kompetensinya.13 

Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekrtariat Jendral DPR 

RI merupakan unit kerja stingkat eslon II yang dibentuk pada akhir tahun 2015 

dan diatur tertuang pada Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Peraturan 

Sekretaris Jendral DPR RI Nomor 3 Tahun 2023). Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan (Pusdiklat Setjen DPR RI) digantikan oleh Pusat Pengembangan 

Kompetensi (Pusbangkom) Sumber Daya Manusia Legislatif Sekretariat 

 
12 Dr. Marniati, Prof.Adjunct, ñManajemen Sumber Daya Manusia,ò 2020. Hlm. 2. 
13 ñSekretariat Jendral DPR RI Dorong Peningkatan Kompetensi PNS,ò n.d., 

https://emedia.dpr.go.id/2024/02/07/sekretariat-jenderal-dpr-ri-dorong-peningkatan-kompetensi-

pns/. Diakses pada Senin, 16 Juni 2024, Pukul 14.02 WIB. 
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Jenderal DPR RI dari segi nomenklatur, dan unit kerja kini dipisah menurut 

jenis pelatihannya yaitu Bidang Struktural dan fungsional menjadi Bidang 

Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, dan Bidang 

Pelatihan Teknis menjadi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis. 

Sebagai lembaga pengembangan kompetensi, Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI bertanggung jawab terhadap pengembangan 

kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral DPR RI, 

Pusbangkom SDM Legislatif DPR RI mempunyai tugas dalam melaksanakan 

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat Jendral. 

Selama kurun waktu tahun 2023, Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR 

RI melaksanakan berbagai cara dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

organisasi yang dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan atas dukungan 

dan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Universitas 

Indonesia, mempertahankan 3 akreditasi dari Lembaga Administari Negara 

(LAN). Tiga akreditasi tersebut adalah Akreditasi Lembaga, Akreditasi 

Pelatihan Kepemimpinan Pendawas (PKP) dan Diklat Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS). Selanjutnya, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM 
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Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI dipilih oleh Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk bekerjasama dalam pelaksanaan 

Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka. 

Selain itu, Pusbangkom SDM Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI mampu 

meningkatkan Nilai IP ASN Sekretariat Jenderal DPR RI pada bidang 

kompetensi, membantu pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal 

DPR RI yang saat ini sedang berjalan melalui penyelenggaraan survei ASN 

BerAKHLAK dan meraih capaian Pengembangan Kompetensi ASN 

Sekretariat Jendral DPR RI diatas 20 JP atau sebesar 74%.14 

Pusbangkom SDM Legislatif pada Maret hingga Oktober 2024 juga 

mengadakan pelatihan dasar CPNS bagi Angkatan XI, XII dan XIII Tahun 

Anggaran 2023 di lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI. Melalui Sekretaris 

Jenderal DPR RI Indra Iskandar memulai program pelatihan dasar atau latsar 

CPNS. Sekjen DPR RI membeberkan informasi terkait peningkatan kualitas 

SDM ASN sesuai kemampuan yang diantisipasi. Demi menjaga keutuhan 

negara, seluruh CPNS wajib mengikuti masa percobaan. Sekretariat Jenderal 

DPR RI sangat menekankan rasa kebangsaan, motivasi nasionalis, kejujuran 

serta mentalitas unggul dan bertanggung jawab. Tujuan dari pelatihan dasar 

CPNS ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme serta kompetensi 

lapangan yang dirancang agar fleksibel, mudah beradaptasi, dinamis dan 

responsif. Kegiatan pelatihan dasar dengan memanfaatkan sepenuhnya 

teknologi informasi dan komunikasi, CPNS TA 2023 terselenggara secara 

modern. Pembinaan dasar diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan 

 
14 Fatwa Arifah, Arief Adhityanto Prakoso, and Intan Sasya Meinila, ñLaporan Kinerja Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif DPR RI,ò 2023. 
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karakter pegawai negeri yang sesuai dengan bidang tanggung jawabnya 

sehingga mampu mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh keberagaman 

sosial budaya dari berbagai sudut pandang.15   

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik ingin mengetahui 

bagaimana manajemen pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI, oleh karena itu peneliti memberikan rumusan penelitian 

dengan judul ñManajemen Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaò.   

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian dengan judul ñManajemen Pengembangan 

Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusat Pengembangan Kompetensi SDM 

Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RIò, maka peneliti akan memusatkan 

perhatian pada penekanan penelitian: 

1. Bagaimana perencanaan pengembangan calon pegawai negeri sipil di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pengembangan calon pegawai negeri sipil 

di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI? 

3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pengembangan calon pegawai negeri 

sipil di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI? 

 

 

 
15 Parlementaria, ñSekjen DPR Buka Latsar CPNS 2024,ò dpr.go.id, n.d., 

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50117/t/Sekjen DPR Buka Latsar CPNS 2024. Diakses pada 

Selasa, 16 Juli 2024, Pukul 06.42 WIB. 
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C. Tujuan Penelitian 

Setelah merumuskan fokus penelitian diatas, maka tujuan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui perencanaan pengembangan calon pegawai negeri sipil di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

2. Menjelaskan proses pelaksanaan pengembangan calon pegawai negeri 

sipil di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

3. Mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan pengembangan calon pegawai 

negeri sipil di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam konteks teoritis 

maupun praktis. Mengingat lingkungan dan tujuan penelitian yang disebutkan 

di atas, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempelajari lebih 

lanjut, mendapatkan saran, dan memperoleh pengalaman tentang cara 

menangani pengembangan CPNS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi yang berguna bagi siapa saja yang penasaran 

dengan rencana Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen 

DPR RI dalam mengelola pengembangan CPNS di masa depan. Selain itu, 

bagi peneliti juga dapat memanfaatkan penelitian ini untuk 

membandingkan dengan penelitian sebelumnya ketika melakukan 

penelitian di masa yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

Penelitian ini dapat memberikan sebuah penghargaan tersendiri 

atas semua kinerja yang diterapkan dan dapat dijadikan sebagai sebuah 

rekomendasi kepada pengelola selanjutnya. 

b. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Setjen DPR RI 

Penelitian ini dapat memudahkan calon pegawai dalam mengetahui 

manajemen yang digunakan Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR 

RI dalam mengembangkan sumber daya manusia. 

c. Untuk Peneliti 

Pemahaman peneliti tentang bagaimana menerapkan manajemen 

pengembangan pada calon pegawai negeri sipil dapat bertambah 

melalui penelitian ini guna memberikan rekomendasi kepada pengelola 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI yang peneliti temui dan 

ketahuhi.   

E. Orisinalitas Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan penelitian sebelumnya 

yang sudah dilakukan. Penelitian ini mencakup sejumlah tema yang hampir 

sama dengan penelitian yang direncanakan penulis, khususnya pengembangan 

sumber daya manusia pegawai pemerintah. Berikut adalah beberapa penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini: 
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1. Tesis.16 Pemanfaatan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk 

Meningkatkan Kinerja Pendidik. (Studi Multi Lokasi pada Madrasah 

Aliyah Al-Falah Sumber Gayam Pamekasan dan Madrasah Aliyah Negeri 

2 Pamekasan). Oleh Holifatun Hasanah, 2021. 

Pengembangan sumber daya manusia MAN 2 Pamekasan dan MA Al-

Falah Sumber Gayam Pamekasan ditinjau dari pengembangan kompetensi 

dan kualitas kinerja pendidik. Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. Ada tiga teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik reduksi data, 

penyajian data, interpretasi data dan penyusunan data dalam penelitian ini 

semuanya dilakukan melalui triangulasi sumber dan metodologi, serta 

proses pengecekan keabsahan data. 

Penelitian ini menunjukkan model pengembangan SDM dapat 

dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pengembangan 

melalui pelatihan, motivasi, bimbingan, reward, dan lain-lain. terdapat 

beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan SDM 

diantaranya faktor internal dan external. Peningkatan kinerja pendidik 

dilakukan melalui peningkatan keaktifan, semangat, kemampuan 

mengelola kelas, menyusun perangkat belajar, metode dan penilaian yang 

dilakukan oleh pendidik. 

 
16 Holifatun Hasanah, ñPengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Peningkatan Kinerja 

Pendidik,ò in Tesis, 2021. 
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2. Skripsi.17 Manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai FITK di 

Bagian Tata Usaha UIN Walisongo Semarang. Oleh Jannah Fina 

Kholilatul, 2018. 

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis tentang bagaimana 

kompetensi pegawai FITK bagian tata usaha UIN Walisongo Semarang 

dan bagaimana pengembangan komptensi pegawai FITK bagian tata usaha 

UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi pegawai FITK bagian tata usaha FITK UIN 

Walisongo Semarang. Penelitian ini dilaksanakan di bagian tata usaha 

FITK UIN Walisongo Semarang. Pendekatan deskriptif analitis digunakan 

dalam penelitian ini, dan data yang diperoleh berasal dari observasi, 

wawancara, dokumentasi dan angket (pernyataan). 

Pendekatan program pengembangan pegawai FITK bagian tata usaha 

ada dua: studi lanjut (belajar lebih lanjut) dan pelatihan. Empat orang 

pekerja semuanya telah menyelesaikan studinya, diikutsertakan pada 

kursus lanjutan Strata 2. Pegawai mendapatkan pelatihan melalui program 

ñcapacity building workshopò yang membantu penguatan sumber daya 

manusia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.  

3. Skripsi.18 Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati. Oleh Nila 

Zahrotul Mustafidah, 2022.  

 
17 Fina Kholilatul Janah, ñManajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai FITK Di Bagian Tata 

Usaha UIN Walisongo Semarangò. Skripsi (2018). 
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Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengalaman magang MBKM di 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati. Tujuan 

penelitian ini adalah mengembangkan model berbasis kompetensi pegawai 

ASN untuk meningkatkan kinerja ASN. Untuk mencapai tujuan penelitian, 

data dikumpulkan selama magang dengan menggunakan metode 

dokumentasi, wawancara, dan observasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja 

ASN, penting untuk lebih mengembangkan administrasi kepegawaian 

online, mengubah arah pemikiran ASN, meningkatkan rencana 

pengeluaran anggaran, meningkatkan fasilitas ruang kerja dan optimalisasi 

proses pelaporan. 

4. Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur.19 Pengembangan Kompetensi 

Sumber Daya Aparatur Melalui Diklat Teknis pada Badan Kepegawaian 

Diklat Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Oleh Fahmi 

Hidayat, Romi Saputra, dan Agung Nurrahman, 2022. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana pelatihan teknis Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah di Kabupaten Magelang 

Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan kompetensi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana 

 
18 N Z Mustafidah, ñEvaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Badan 

Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pati,ò 2022, 707ï15, 

http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28493%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/28493/1/Manaje

men_30401900238_fullpdf.pdf. 
19 Fahmi Hidayat, Romi Saputra, and Agung Nurrahman, ñPengembangan Kompetensi Sumber 

Daya Aparatur Melalui Diklat Teknis Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah,ò Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) 

10, no. 1 (2022): 52ï72, https://doi.org/10.33701/jmsda.v10i1.2500. 
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pengembangan kompetensi sumber daya aparatur melalui diklat teknis. 

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa seluruh aparatur mempunyai kemampuan 

yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi, namun hanya sebagian 

kecil yang bersedia melakukannya mengingat lingkungan yang ada. 

5. Jurnal Nusantara Innovation.20 Strategi Pengembangan Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara dan Arah Kebijakannya (Sebuah Literature Review). 

Oleh Danarsiwi Tri Lastiwi, Fajar Suryono, dan Badiô Zulfa Nihayati, 

2022. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan literature review terhadap 

strategi pengembangan kompetensi ASN melalui jurnal Indonesia yang 

terindeks google scholar sepanjang lima tahun sebelumnya. Stretegi yang 

dimaksud adalah dilakukan dengan metode pendekatan fungsi manajemen 

POAC. Metode analisis content digunakan pada penelitian ini. Ditemukan 

156 tulisan tentang ASN dan POAC yang terindeks google scholar dari 

tahun 2018-2022. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan jenis 

naskah, kesesuaian topik dan tujuan penelitian, maka diperoleh 14 artikel 

tentang ASN dan POAC yang dapat memberikan arah pola pengembangan 

pegawai berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan. 

 

 

 
20 Danarshiwi Lastiwi, Fajar Suryono, and Badi Nihayati, ñStrategi Pengembangan Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara Dan Arah Kebijakanny (Sebuah Literature Review),ò Nusantara Innovation 

Jurnal 1, no. No.1 (2022): 38ï46. 
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Tabel 1.1 Orisinalistas Penelitian 

No Nama, Judul, 

Bentuk, 

Penerbit, Tahun 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1 Holifatun 

Hasanah, 

Meningkatkan 

Kinerja Pendidik 

melalui 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia: (Studi 

Multi Kasus di 

MA Al-Falah 

Sumber Gayam 

Pamekasan dan 

MAN 2 

Pamekasan). 

Tesis, Universitas 

Islam Negeri 

Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 

2021. 

Observasi 

sama 

mengenai 

bagaimana 

pengembanga

n sumber daya 

manusia 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

Pada 

penelitian 

ini berfokus 

pada 

pengembang

an pendidik 

dengan 

model 

pengembang

an SDM, 

Faktor yang 

mendorong 

dan 

menghamba

t 

pengembang

an sumber 

daya 

manusia dan 

peningkatan 

kinerja 

pendidik 

Penelitian 

yang akan 

dilakukan akan 

diarahkan 

kepada proses 

perencanaan, 

pelaksanaan 

dan evaluasi 

pengembangan 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil di 

Pusat 

Pengembangan 

Kompetensi 

SDM 

Legislatif 

Sekretariat 

Jendral Dewan 

Perwakilan 

Rakyat 

Republik 

Indonesia 

2 Fina Kholilatul 

Janah, 

Manajemen 

Pengembangan 

Kompetensi 

Pegawai FITK di 

Bagian Tata 

Usaha UIN 

Walisongo 

Semarang. 

Skripsi, 

Universitas Islam 

Negeri Walosongo 

Semarang, 2018. 

Teknik 

kualitatif 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

untuk 

mendalami 

manajemen 

pembangunan 

Pada 

observasi ini 

berfokus 

pada 

pengembang

an 

kompetensi 

pegawai 

yang ruang 

lingkupnya 

kecil 

3 Nila Zahrotul 

Mustafidah, 

Evaluasi 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Observasi 

sama-sama 

mengangkat 

tentang 

pengembanga

n Aparatur 

pada 

penelitian 

ini hanya 

berfokus 

pada 

evaluasinya 
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Negara Pada 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Kabupaten Pati. 

Skripsi, 

Universitas Islam 

Sultan Agung 

Semarang, 2022. 

Sipil Negara 

dengan 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

saja 

4 Fahmi Hidayat, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Aparatur Melalui 

Diklat Teknis 

Pada Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

pelatihan Daerah 

Kabupaten 

Magelang 

Provinsi Jawa 

Tengah. Jurnal 

Manajemen 

Sumber Daya 

Aparatur (MSDA) 

Vol. 10 No. 1 

Tahun 2022. Hal. 

52-72 

Pada 

penelitian ini 

sama-sama 

mengangkat 

pembahasan 

tentang 

pengembanga

n sumber daya 

aparatur dan 

dengan 

memakai 

metode 

kualitatif 

Penelitian 

berfokus 

pada 

pengembang

an 

kompetensi 

yang 

dilaksanaka

n dengan 

diklat teknis 

 

5 Danarsiwi, Tri 

Lastiwi, Fajar 

Suryono, dan 

Badi' Zulfa 

Nihayati, Strategi 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara dan Arah 

Kebijakannya 

(Sebuah 

Literature 

Review). 

Nusantara 

Innovation 

Journal Vol. 1 

Nomor 1 Tahun 

2022, hal 38ï46. 

Pada 

penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

pengembanga

n Aparatur 

Sipil Negara 

Pada 

penelitian 

ini hanya 

berfokus 

pada strategi 

pengembang

an 

kompetensi 

dan dengan 

menggunaka

n literature 

review 
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F. Definisi Istilah 

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang secara khas memiliki 

makna yang sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manajemen 

Manajemen merupakan suatu proses merencanakan, mengatur, 

melaksanakan, dan mengevaluasi agar mencapai tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. 

2. Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan cara 

peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan 

serta pendidikan guna mencapai kondisi yang lebik baik terhadap CPNS. 

3. Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral DPR 

RI   

Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI) merupakan sebuah lembaga atau unit yang bertugas 

merancang, mengelola dan melaksanakan program-program yang 

berupaya meningkatkan pengetahuan, bakat, dan keterampilan pegawai di 

lingkup DPR RI.  

G. Sistematika Pembahasan 

Pada proses penelitian ini, untuk membantu pemahaman yang luas, 

peneliti dalam penelitian ini menjelaskan penjelasan secara sistematis. 

Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 
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1. Bab I Pendahuluan 

Bab I, peneliti mendeskripsikan secara umum mengenai manajemen 

pengembangan calon pegawai negeri sipil dan Pusat Pengembangan 

Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral DPR RI, serta peneliti 

menyampaikan latar belakang dari penelitian, fokus penelitian tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Pada bab II, peneliti menjelaskan teori-teori yang sesuai dengan objek 

penelitian, sehingga teori yang digunakan dapat dijadikan oleh peneliti 

sebagai pembimbing, pengarah serta penyokong penelitian tentang 

manajemen pengembangan calon pegawai negeri sipil. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan pendekatan yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, semuanya dibahas pada bab 

III guna mendapatkan data tentang Manajemen Pengembangan Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 

Sekretariat Jendral DPR RI. 

4. Bab IV Data dan Hasil Penelitian 

Informasi serta temuan observasi dilaksanakan dengan menggunakan 

teknik yang diuraikan pada Bab III disajikan oleh peneliti pada Bab IV. 

Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap temuan utama 

penelitian, bagian persentase data mengandung penjelasan secara 
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deskriptif tentang variabel penelitian yang disajikan secara rinci dalam 

bentuk narasi deskriptif. 

5. Bab V Pembahasan 

Bab V, untuk menjamin ketidak berpihakan temuan penelitian, peneliti 

melakukan analisis data dan menawarkan temuan penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

6. Bab VI Kesimpulan 

Bab VI, peneliti memberikan sinopsis atau kesimpulan dari 

keseluruhan proses penelitian dengan merangkum temuan dan 

memberikan rekomendasi kepada semua pihak yang terlibat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perencanaan Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

1. Pengertian Manajemen Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Manajemen Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

tersusun dari tiga istilah, yaitu ñManajemenò, ñPengembanganò dan 

ñCalon Pegawai Negeri Sipilò. George R. Terry menggambarkan 

manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari beberapa perilaku, 

seperti pengorganisasian, perencanaan, penggerak dan pengaturan, yang 

digunakan untuk memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang dijelaskan dalam 

bukunya Principles of Management.21 Pendapat lain diungkapkan juga 

oleh Ir. Tom Degeenars bahwa ñManagement is defined as a process 

dealing with guided group activity and based on distinct objectives wich 

have to be achievied by the involmen of human and non-human resourcesò 

adalah sebuah prosedur berkaitan dengan kerja tim, mempunyai tujuan 

yang jelas dan harus diselesaikan dengan sumber daya manusia, bukan 

kekuatan manusia.22 

Dalam bukunya Principles of Management: an Analysis of 

Management Function, Harold Kontz dan Cyril O'Donnell menjelaskan 

lebih lanjut bahwa manajemen ialah upaya dalam mencapai suatu tujuan 

melalui tindakan orang lain; dalam hal ini, manajer mengatur, 

 
21 Marno. Supriyanto, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013). Hlm. 1. 
22 LAN RI, ñSystem Analisis And Quantitative Techniqiuesò (Jakarta: IBRD/UN Project INS/77, 

1978). Hlm. 4. 
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menempatkan, mengarahkan dan mengendalikan berbagai aktivitas.23 

Robbins menyatakan bahwa manajemen menampilkan tugas utama yang 

dilakukan manajer. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengelolaan adalah beberapa dari tugas-tugas seorang manajer.24 James A. 

F. Stoner mengemukakannya secara lebih ringkas ketika mengatakan 

manajemen adalah tindakan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan 

dan pengaturan individu melalui berbagai prosedur dan upaya guna 

mencapai tujuan bersama.25 

Dari sudut pandang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah sarana yang digunakan suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan bersama, yaitu melalui pemanfaatan sumber daya 

manusianya dan penunjukan personel tersebut untuk menduduki peran-

peran penting. Hal ini sejalan dengan sejumlah sudut pandang sebelumnya 

yang dengan jelas menunjukkan bagaimana sumber daya manusia dapat 

mendukung organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Akibatnya, para 

pemimpin dan pimpinan organisasi harus mengetahui cara memanfaatkan 

dan memaksimalkan potensi sumber daya yang sudah ada. 

Pengembangan secara sederhana memiliki makna hanyalah suatu 

proses atau cara produksi.26 M. Arifin juga mengatakan yang dimaksud 

pengembangan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara 

bertahap, meluas dan mendalam serta menyeluruh sehingga dapat 

 
23 Marno, Op.cit. Hlm. 1. 
24 Marno. Op.cit. Hlm. 2.  
25 Yusuf Udaya AM. Kadarman, Pengantar Ilmu Manajemen, Cet. V (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1997). Hlm. 9. 
26 A.S. Munandar, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pembangunan Nasional 

(Jakarta: Djaya Pirusa, 1981). Hlm. 9. 
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mencapai kesempurnaan.27 Prof Dr Sondang P Siagian juga berpendapat 

ada tujuh fase pengembangan yang perlu dilakukan guna meningkatkan 

keterampilan pegawai. Hal-hal tersebut sebagai berikut: 1) Identifikasi 

kebutuhan, 2) Penetapan tujuan, 3) Pemilihan materi program, 4) 

Penetapan prinsip pembelajaran, 5) Implementasi program, 6) Penetapan 

manfaat, 7) Evaluasi pelaksanaan program.28 Dari penjelasan diatas maka 

menunjukkan bahwa pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan 

sebagai jawaban terhadap kebutuhan atau harapan di masa depan dan 

dengan maksud untuk memaksimalkan potensi yang telah ada. 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan sumber daya manusia 

yang dibahas dalam penelitian ini. Singkatan dari calon PNS adalah 

CPNS. Sesuai dengan namanya, CPNS merupakan status yang diberikan 

kepada mereka yang telah lolos seleksi menjadi PNS namun belum 

mendapat pengangkatan resmi. Dengan kata lain, CPNS merupakan 

langkah awal menjadi pegawai negeri.29 Sedangkan menurut KBBI 

Daring, PNS adalah mereka yang bekerja pada pemerintah (atau korporasi, 

dll) dan tidak terlibat dalam politik, tugas mereka adalah 

menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.30 

 
27 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). Hlm. 45. 
28 Priyono, Marnis, Manajemen Sumber Daya Manusia.(Sidoarjo: Zifatama Publsiher, 2008). Hlm. 

50. 
29 Firyal, ñApa Arti Dari CPNS?,ò 2024, https://jadiasn.id/apa-arti-dari-cpns/. Diakses pada Rabu, 

7 Agustus 2024, Pukul 14.43 WIB. 
30 KBBI, ñPengertian Pegawai Negeri Sipil,ò 2024. Diakses pada Rabu, 7 Agustus 2024, Pukul 

17.19 WIB. 
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Perencanaan pengembangan CPNS adalah gambaran awal tentang 

proses peningkatan dan kedudukan seseorang yang sistematis dan 

berjangka Panjang. Perencanaan pengembangan ini merupakan bentuk 

rencana kegiatan yang disusun guna meningkatkan kualitas melalui 

program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.31 Dalam rangka 

peningkatan kapasitas dan kemampuan mengembangkan karir pegawai 

negeri, itu ditentukan oleh persyaratan organisasi dan pekerjaan serta 

dilaksanakan melalui sarana pendidikan dan non-pendidikan. Perencanaan 

pengembangan CPNS merupakan suatu proses peningkatan kompetensi 

yang dilakukan secara metodis, terorganisir dan terukur.32 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan 

pengembangan CPNS yang berfungsi sebagai peta jalan organisasi dalam 

mencapai tujuannya dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk 

meningkatkan kompetensi CPNS sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dan non-pendidikan dan non-

pelatihan. Meningkatkan potensi setiap pegawai merupakan tujuan dari 

inisiatif pengembangan CPNS, mulai dari kemajuan ilmu pengetahuan, 

wawasan kognitif, sikap kerja, dan keterampilan kerja sampai pada 

produktifitasnya. 

 

 

 
31 Jusuf Irianto, Sulikah Asmorowati, and Yuniawan Heru Santoso, ñPengembangan Manajemen 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Berdasar Sistem Addie Pada Aparatur Di Badan Pengembangan 

Sdm Provinsi Jawa Timur: Digitalisasi Training Needs.ò 
32 Badan Kepegawaian Negara, ñPedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai 

Negeri Sipil,ò 2013. Diakses Jum'at 9 Agustus 2024, Pukul 17.15 WIB. 
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2. Kualifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kualifikasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia 

mungkin berbeda-beda, tergantung pada organisasi atau lembaga, 

pekerjaan yang dilamar serta hukum dan peraturan yang relevan. Warga 

Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan serta memiliki integritas 

dan dedikasi yang tinggi diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 

Anggaran 2023. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Pusat Tahun Anggaran 2023.33 

a. Jenis Kebutuhan 

Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023, terdapat 

2 (dua) jenis penetapan kebutuhan CPNS. Yang terbagi: 

a) Kebutuhan Umum 

b) Kebutuhan Khusus 

Tabel 2.1 Pengadaan CPNS Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2023 

No Nama 

Jabatan 

Kualifikasi Pendidikan Jenis Kebutuhan 

Umum Khusus 

1 Ahli 

Pratama 

Analis 

Legislatif 

S-2 Pertahanan, S-2 Ilmu 

Gender, S-2 Ilmu 

Kesehatan, S-2 Teknik 

Industri, S-2 Teknik Sipil, 

S-2 Ilmu Komunikasi, S-

24 11 

 
33 Pansel Pengadaan CPNS, https://berkas.dpr.go.id/siap/cpns-pengumuman/signed-2023819-

Konsep-Pengumuman-CPNS-2023_NET.pdf. Diakses pada Jum'at 9 Agustus 2024, Pukul 20.48 

WIB. 
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2 Hukum Internasional, 

S-2 Ilmu Politik, S-2 

Pengelolaan Sumber 

Daya Alam, S-2 Ilmu 

Pertanian, S-2 Hukum 

Administrasi Negara, S-2 

Transportasi, S-2 Teknik 

Lingkungan, S-2 

Manajemen, S-2 

Pertambangan, S-2 Ilmu 

Hukum, S-2 Keuangan & 

Perbankan, S-2 Ilmu 

Kelautan, S-2 Hukum 

(Agraria/Pertanian), S-2 

Kesejahteraan Sosial 

2 Ahli 

Pratama 

Perisalah 

Legislatif 

S-1 Ilmu Pemerintahan, 

S-11 Ilmu Komunikasi, 

S-1 Ilmu Hukum, D-IV 

Administrasi 

Pemerintahan, S-1 Ilmu 

Administrasi 

Publik/Negara, S-1 Ilmu 

Hubungan Internasional 

27 - 

3 Ahli 

Pratama 

Analis 

Pemantauan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Legislatif 

S-1 Hukum 5 2 

4 Terampil 

Asisten 

Perisalah 

Legislatif 

D-III Administrasi 

Perkantoran, D-III 

Sekretari/Kesekretariatan, 

D-III Administrasi 

Publik, D-III Manajemen 

Informasi dan Dokumen, 

D-III Manajemen 

Administrasi, D-III 

Manajemen Perkantoran 

29 - 

 

b. Persyaratan Pelamar (Persyaratan Umum) 

a) Warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

b) Berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun dan tidak 

lebih dari tiga puluh lima (35) tahun pada saat melamar 

c) Tidak dalam proses proses pemeriksaan dugaan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih 

d) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana 2 tahun atau lebih 

e) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit TNI, 

anggota POLRI atau sekolah ikatan dinas pemerintah 

f) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, anggota 

Polri atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah 

g) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau 

terlibat politik praktis 

h) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang 

dilamar 

i) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang 

dilamar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari 

Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas 

j) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 
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k) Bersedia di seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI  

l) Besedia mengabdi pada Setjen DPR RI dan tidak mengajukan 

pindah instansi dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak 

diangkat PNS 

m) Berkelakuan baik yang dibuktikan SKCK dari Kepolisian minimal 

setingkat Polres yang masih berlaku  

n) Tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikoterapika, 

prekusor dan/atau zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan 

dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba atau NAPZA dari Rumah 

Sakit Pemerintah, BNN atau BNNP yang masih berlaku 

o) Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tindik/bekas 

tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat 

c. Persyaratan Khusus (Kebutuhan Umum) 

a) Memiliki ijazah dan transkrip nilai Magister (S-2), Sarjana (S-1), 

Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), surat keterangan 

lulus tidak berlaku, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

minimal 3,00 dari skala 4,00 

b) Berasal dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi 

yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal 

kelulusan yang tertulis pada ijazah 
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c) Perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh ijazah yang 

telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi. 

d) Persyaratan Khusus (Kebutuhan Khusus PA/PI Lulusan Terbaik 

Berpredikat Cumlaude) 

e) Dikhhususkan bagi PA/PI yang mempunyai jenjang pendidikan 

paling rendah Magister (Strata Dua/S-2) 

f) Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan 

predikat kelulusan ñCumlaudeò yang berasal dari perguruan tinggi 

terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul 

pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan 

yang tertulis pada ijazah 

g) Pelamar yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri 

dapat melamar pada kebutuhan khusus PA/PI lulusan terbaik 

berpredikat ñCumlaudeò setelah memperoleh penyetaraan ijazah 

dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya 

setara dengan pujian ñCumlaudeò dari Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

d. Persyaratan Khusus (Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas) 

a) Memiliki ijazah dan transkrip nilai magister (S-2) dan Sarjana (S-

1) Surat Keterangan Lulus tidak berlaku dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) sebesar paling sedikit 3,00 pada skala 4,00 

b) Berasal dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi 

dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 
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Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan 

tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, atau  

c) Berasal dari perguruan tinggi luar negeri dan telah memperoleh 

ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menangani 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. 

d) Pelamar penyandang disabilitas harus menyatakan dirinya sebagai 

penyandang disabilitas 

e) Membuktikan hasil pindai (scan) asli Surat Keterangan Disabilitas 

dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang 

menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya 

f) Membuat video singkat yang menampilkan kegiatan sehari-hari 

dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, 

yang memperlihatkan seluruh anggota tubuh dengan durasi video 

minimal 2 menit dan maksimal 5 menit 

g) Video menggambarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

jabatan yang akan dilamar seperti menganalisis, mengoperasikan 

komputern, menulis kajian, menyampaikan buah pikiran dan 

berdiskusi 

h) Pelamar mencantumkan tautan/link unggahan video (missal pada 

google drive, youtbue, dll) tersebut di menu yang tersedia pada 

laman pendaftaran 
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e. Persyaratan Khusus (Kebutuhan Khusus PA/PI Papua/Papua 

Barat/Papua Pegunungan/Papua Selatan/Papua Tengah/Papua Barat 

Daya) 

a) Memiliki ijazah dan transkrip nilai Sarjana (S-1) Surat Keterangan 

Lulus tidak berlaku, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

minimal 3,0 pada skala 4,00 

b) Berasal dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi 

yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal 

kelulusan yang tertulis pada ijazah, atau 

c) Berasal dari perguruan tinggi luar negeri dan telah memperoleh 

ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, 

kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi 

d) Pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan 

bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta 

kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari 

kepala desa/kepala suku 

Berdasarkan penjelasan diatas, membuktikan betapa pentingnya 

kualifikasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI, karena hal ini dapat berdampak pada 

peningkatan taraf pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena 

itu, kualifikasi CPNS ini dapat dikatakan sangat penting karena akan 
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mempengaruhi kemampuan CPNS dalam menjalankan tanggung 

jawabnya. 

B. Proses Pelaksanaan Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

1. Metode Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pengembangan sumber daya manusia dalam penelitian ini yaitu CPNS, 

pengembangan SDM dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

seorang pegawai. Hani Handoko mengkategorikan metode pengembangan 

SDM menjadi dua, yaitu: 

a. On the Job Training 

Di tempat kerja karyawan terlibat dalam pelatihan untuk 

memahami suatu tugas, mempelajarinya dan segera 

mempraktikkannya.34 On the Job Training ialah suatu kegiatan 

terkendali dengan banyak tujuan yang diterapkan untuk meningkatkan 

kualitas SDM diantaranya: 

a) Memperoleh pengalaman baru sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan 

b) Memahami secara mendalam pekerjaan yang akan menjadi tugas 

dan tanggung jawabnya, sehingga SDM yaitu CPNS bisa 

memahami bagaimana pekerjaan yang akan dihadapinya 

c) Meningkatkan kemampuan 

d) Mengembangkan lebih banyak kemahiran, kecepatan dan 

pengetahuan yang relevan dalam profesinya 

 
34 Garry Dassler, Manajemen SDM (Jakarta: Indeks, 2004). Hlm. 222. 
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Organisasi dan lembaga sering kali menerapkan teknik pelatihan di 

tempat kerja untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Pada 

metode ini ada beberapa teknik yang dapat diprakitkkan diantaranya: 

a) Rotasi Jabatan 

Rotasi jabatan dilasakanakan kepada pegawai agar dapat 

memahami serta memiliki gambaran tentang jenis pekerjaan, rotasi 

jabatan ini bertujuan juga untuk menambah pengalaman pegawai. 

b) Training atau Pelatihan 

Pelatihan dapat dilakukan pada pegawai baru yang dalam 

kemampuannya dirasa masih kurang pengalaman serta pegawai 

lama dengan tujuan dapat meningkatkan keahlian dan 

keterampilannya.35 Pelatihan harus disesuakan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja organisasi dan secara efektif dapat 

dilaksanakan dengan cara pendekatan konsultasi kerja.36 

c) Bimbingan atau Penyuluhan 

Bimbingan atau penyuluhan adalah kegiatan yang dilaksanakan 

oleh manajer dengan memberikan pengajaran keterampilan kerja 

kepada pegawainya, bimbingan ini dapat didampingi oleh 

pengawas.37 Kegiatan bimbingan ini dilakukan dengan memberikan 

tugas kepada pegawai dengan didampingi oleh ahli atau seniornya. 

 

 
35 William G. Scoot W, dalam Moekidjat, Latihan Dan Pengembangan SDM, ed., cet IV 

(Bandung: Mandar Maju, 1991). Hlm 2. 
36 Manullang Marihot, Manajemen Personalia, Edisi 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 

2001). Hlm. 65. 
37 Manulang Mrihot, Op.Cit. Hlm. 66. 
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d) Latihan Instruktur Pekerjaan 

Latihan instruktur pekerjaan merupakan kegiatan yang 

dilakukan guna memberikan pelatihan kepada pegawai dengan 

memberikan contoh bagaimana dalam melaksanakan pekerjaan. 

e) Pemberian Contoh atau Demonstrasi 

Pada metode pemberian contoh, seorang pelatih harus 

mempraktikan secara langsung cara bekerja dengan baik dan benar. 

Biasanya metode ini berhubungan dengan pekerjaan yang ada 

kaitannya dengan pengoperasiaan mesin atau alat. 

b. Off the Job Training 

Strategi pengembangan SDM Pelatihan di luar pekerjaan atau off 

the job training adalah metode kedua. Strategi ini melibatkan bekerja 

di luar kantor dan di luar jam kerja reguler. Satu-satunya perbedaan 

antara pendekatan ini dan metode pelatihan kerja adalah pada saat 

penerapannya. Karyawan dapat berkembang secara intelektual, 

menjalin hubungan serta memperoleh informasi dan wawasan baru 

dengan mengikuti pelatihan di luar lembaga atau organisasi. Metode 

ini menggunakan sejumlah teknik diantaranya:  

a) Kursus 

Kursus ini ini merupakan kegiatan pengajaran kepada pegawai 

tentang keahlian, kemahiran dan kepandaian dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan kualitas dirinya. 
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b) Pendidikan 

Tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan 

kemampuan pegawai sehingga mereka dapat bekerja lebih 

produktif dan sukses.38 

c) Workshop 

Cara ini biasanya digunakan oleh organisasi atau instansi guna 

meningkatkan kemampuan serta mengembangkan karya dan pola 

pikir pegawai secara berkelompok.39 Teknik ini dapat diterapkan 

oleh instansi agar para pegawai mendaptkan banyak manfaat. 

d) Seminar 

Pada teknik ini, memiliki proses serta sistem yang bertujuan 

untuk menerapkan pembelajaran secara menyeluruh dari satu topik 

pembahasan dan mencari penyelesaian masalahnya. Pada teknik ini 

diperlukan interaksi dengan peserta dengan narasumber atau 

pemateri yang telah disiapkan. 

Jika dilihat dari tujuannya masing-masing, terdapat perbedaan antara 

pelatihan di tempat kerja (on the job training) dan di luar tempat kerja (off 

the job training) yaitu: pelatihan di tempat kerja ditujukan untuk individu 

sedangkan pelatihan di luar tempat kerja ditujukan untuk kelompok. Selain 

itu, pelatihan di tempat kerja dilakukan di dalam tempat kerja, sedangkan 

pelatihan di luar tempat kerja dilakukan di luar tempat kerja. Selain itu, 

metode off the job training dibatasi pada pengajaran ide-ide umum dan 

 
38 Marniati, Prof.Adjunct, ñManajemen Sumber Daya Manusia.ò 
39 Pict A. Sahertian dan Frans Mataheru, Prinsip Dan Teknik Supervisi Pendidikan (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1981). Hlm. 111. 
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keahlian, namun metode on the job training merupakan metode praktik 

langsung.40 Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pekerja yang 

mempunyai kompetensi yang professional dapat menjadi kunci 

keberhasilan dari suatu instasi tersebut. 

2. Strategi Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Hasan Shadily strategi adalah suatu rencana atau siasat.41 

Sedangkan menurut KBBI Daring, penerapan sumber daya pada 

kebijakan, ilmu pengetahuan dan seni dikenal sebagai strategi.42 Strategi 

dapat diartikan sebagai usaha seorang pemimpin dalam mencapai tujuan 

yang telah disepakati bersama.43 Dari berbagai penjelasan di atas, strategi 

mengacu pada metode atau teknik untuk mengelola suatu organisasi.  

Strategi pengembangan SDM adalah suatu rencana yang terstruktur 

guna mengembangkan pegawai organisasi.44 Strategi bertujuan agar 

pengembangan pegawai dapat terpenuhi, meningkatkan kinerja dan dapat 

mencapai tujuan jangka panjang.45 Ada beberapa strategi pengembangan 

SDM yang biasanya sering digunakan diantaranya:46 

 

 

 
40 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2016). Hlm. 76-77. 
41 Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003). Hlm. 560. 
42 KBBI Daring, ñPengertian Strategi,ò 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Strategi. Diakses 

pada Rabu 14 Agustus 2024 Pukul 20.48 WIB. 
43 Akdon, Strategic Management for Educational Management (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 3. 
44 Sinambela, L.P, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk 

Meningkatkan Kinerja (Bumi Aksara, 2021). 
45 Suhariadi F, Manajemen Sumber Daya Manusia: Dalam Pendekatan Teoritis-Praktis (Airlangga 

University Press, 2013). 
46 Endang Sugiarti, Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengelola Potensi Untuk Keunggulan 

Kompetitif, (Tanggerang Selatan: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023). Hlm.151-152. 
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a. Pelatihan dan Pengembangan 

Salah satu teknik pengembangan SDM adalah pelatihan dan 

pengembangan, termasuk pelatihan yang berfokus pada pengembangan 

kompetensi, pelatihan manajemen, pelatihan interpersonal dan 

pelatihan keterampilan teknis. Biasanya, taktik ini diterapkan melalui 

acara seperti konferensi, lokakarya, pembelajaran online atau pelatihan 

langsung di tempat kerja. 

b. Pembinaan dan Mentoring 

Pembinaan dan mentoring merupakan strategi pengembangan 

SDM yang melibatkan pembimbing atau mentor untuk 

mengembangkan pegawai baru atau yang kurang berpengalaman. 

Pembinaan dan mentoring ditujukan kepada pegawai agar 

mendapatkan bimbingan serta nasihat dari mentor yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai. 

c. Rotasi Jabatan dan Pemindahan 

Rotasi jabatan dan pemindahan merupakan strategi pengembangan 

SDM yang melibatkan pemindahan pegawai ke posisi kerja yang lain. 

pemindahan ini bertujuan agar pegawai dapat memperluas 

pengalaman, mengembangkan pemahaman serta memperluas jaringan 

dalam bekerja. 

d. Pengembangan Karir 

Pengembangan karir merupakan strategi pengembangan SDM yang 

melibatkan perencanaan serta pengelolaan. Strategi ini memberikan 
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kesempatan kepada pegawai agar dapat mengembangkan karirnya 

sehingga dapat mengetahui kekuatan serta kelemahannya. 

e. Pembelajaran Organisasi 

Pembelajaran organisasi merupakan strategi pengembangan SDM 

yang melibatkan dalam pencipataan budaya di dalam organisasi 

tersebut. Strategi ini meliputi berbagai pengetahuan dan pengalaman, 

kolaborasi, inovasi serta membangun sistem budaya organisasi yang 

baik. 

f. Pengakuan dan Penghargaan 

Pengakuan dan penghargaan merupakan strategi terakhir dalam 

pengembangan SDM. Strategi ini melibatkan pemberian pengakuan 

dan penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi atau 

mencapai target dalam pekerjaannya. Penghargaan ini dapat berupa 

pujian, penghargaan, insentif dan kenaikan jabatan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kebutuhan organisasi harus 

memandu pilihan taktik pengembangan SDM. Suasana kerja yang positif 

dapat diciptakan dengan memilih pendekatan yang tepat dan efektif 

sehingga dapat memaksimalkan dalam mengembangkan kompetensi 

pegawai. 

3. Tahapan Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pada teori manajemen pengembangan SDM, terdapat dua tahapan, 

khususnya tahapan "beli/buyò dan buat/make". Tujuan di balik tahap 

ñbeli/buyò adalah untuk mencari atau menarik sumber daya manusia; di 

sisi lain, pendekatan buat/make difokuskan pada pengembangan SDM 
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dengan cara pendidikan, pelatihan maupun bimbingan.47 Teori 

pengembangan SDM diatas menunjukan bahwa pendekatan yang 

dilakukan adalah sebagai bentuk upaya pengembangan SDM yang perlu 

terus diupayakan oleh seorang manajer atau leader. 

Harvard Business Essentials memberikan langkah atau tahap yang 

perlu dilakukan dalam mengembangkan SDM diantaranya adalah dengan 

memahami pegawai, membuat strategi dan rencana untuk pengembangan 

staf.48 Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara pengembangan 

sumber daya manusia melibatkan langkah-langkah wajib diselesaikan, 

seperti:49 

a. Menentukan tujuan dan kebutuhan pengembangan 

b. Berkonsentrasi pada tujuan dan sasaran pengembangan 

c. Menentukan kriteria keberhasilan  

d. Melaksanakan percobaan dan revisi 

e. Melaksanakan dan mengevaluasi 

 

 

 

 

 
47 Alwi S, Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif, Edisi 1 

(Yogyakarta: BPFE, 2001). Hlm. 88-89. 
48 Harvard BusinessnEssentials, Performance Management (Boston: Harvard Business School, 

2006). Hlm. 94. 
49 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012). Hlm. 52. 
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C. Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil 

1. Evaluasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Singkatnya, tujuan pendidikan dan pelatihan atau Diklat adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang dari peserta 

yang mengikuti kegiatan.50 Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa 

peningkatan kompetensi menjadi tujuan kegiatan pelatihan peserta 

sehingga hasil dari pelatihan dapat diterapkan di tempat kerja dan 

membantu organisasi tempat pegawai tersebut bekerja lebih baik. 

Perencanaan kegiatan pelatihan merupakan langkah awal dalam proses 

evaluasi, yang selanjutnya dapat dilanjutkan melalui pelaksanaan hingga 

seluruh kegiatan pelatihan selesai. Evaluasi kegiatan pelatihan merupakan 

suatu proses berkesinambungan yang dimulai dengan perancangan 

kurikulum atau perencanaan pelatihan dan tidak dapat diselesaikan secara 

terpisah.51 Krickpatrick berpendapat bahwa sembilan tahapan yang 

membentuk proses pelaksanaan semuanya merupakan bagian dari satu 

proses terpadu untuk menilai kegiatan pelatihan yaitu: 

a. Menetukan kebutuhan 

b. Memutuskan tujuan 

c. Merumuskan isi materi 

d. Menyiapkan peserta 

e. Menyusun jadwal  

f. Menyiapkan sarana prasarana 

 
50 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta).Hlm. 58. 
51 Syarif, Rusli, Teknik Manajemen Latihan Dan Pembinaan (Bandung: CV Angkasa, 2009). Hlm. 

49. 
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g. Menyiapkan pelatih 

h. Koordinasi kegiatan 

i. Evaluasi kegiatan 

2. Tahap Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 

Pendekatan ROI dari Jack L yang menguraikan empat tahapan 

pelaksanaan penilaian kegiatan pelatihan, dapat digunakan pada tahap 

evaluasi kegiatan pelatihan CPNS, diantaranya: 

a. Perencanaan Evaluasi 

Perencanaan evaluasi kegiatan diklat dalam pelaksanaannya perlu 

mengetahui terlebih dahulu tujuan dari kegiatan diklat, sehingga dapat 

merencanakan apa yang perlu dievaluasi. Pemahaman dari tujuan 

kegiatan diklat juga dapat memudahkan proses pengumpulan data pada 

saat evaluasi.    

b. Pengumpulan Data 

Untuk mengevaluasi data sesuai dengan tujuan dan desain kegiatan 

pelatihan, evaluator harus mengumpulkan data terkait selama tahap 

pengumpulan data. Mengumpulkan data sangatlah penting agar dapat 

melaksanakan analisis secara tepat dan menyeluruh sehingga dapat 

merumuskan pengambilan keputusan untuk dievaluasi. 

c. Analisis 

Setelah mengumpulkan data dengan baik dan benar yang 

dibuktikan dengan data yang lengkap dan akurat, tahap selanjutnya 

adalah analisis. Perencanaan kegiatan yang baik dan benar dapat 

membantu menganalisis evaluasi dengan mudah. 
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d. Pelaporan 

Melaporkan keseluruhan serangkaian tugas yang dilakukan selama 

proses evaluasi, termasuk perencanaan, penyelesaian dan pelaporan, 

merupakan pelaporan evaluasi kegiatan pelatihan secara umum. 

Laporan penilaian kegiatan pelatihan dapat disampaikan secara lebih 

sederhana dalam format: 

Bagian I: Gambaran Umum Kegiatan Pelatihan 

a) Nama Kegiatan Diklat 

b) Tujuan Kegiatan Diklat 

c) Manfaat Kegiaan Diklat 

d) Peserta Kegiatan Diklat 

e) Pihak yang Terkait Dalam Kegiatan Diklat 

Bagian II Evaluasi Kegiatan Diklat 

a) Tujuan Evaluasi 

b) Rancangan Evaluasi 

c) Data Evaluasi  

d) Analisis Kegiatan 

e) Tanggapan 

f) Hasil Evaluasi 

Bagian III Kesimpulan dan Tindak Lanjut 

a) Kesimpulan 

b) Rekomendasi 

c) Tindak Lanjut 
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D. Integrasi Sains dan Islam Manajemen Pengembangan Calon Pegawai 

Negeri Sipil 

Integrasi sains dan Islam menjadi sebuah pedoman atau dasar dalam 

menentukan kebijakan. Dalam pelaksanaan pengembangan CPNS, landasan 

hukum yang kuat diperlukan bagi CPNS karena landasan tersebut memberikan 

arahan dalam menjalankan tugasnya. Landasan hukum berikut ini mengatur 

penyelenggaraan pengembangan CPNS, khususnya di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI: 

1. Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 Nomor 

5. Peraturan Perundang-Undangan ini mengatur tentang Aparatur Sipil 

Negara. Mulai dari ketentuan umum, prinsip, nilai dasar, kode etik, 

perilaku, macam-macam, kedudukan, kedudukan, fungsi, tugas, peran dan 

kedudukan ASN, beserta hak dan kewajibannya. 

2. Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil. 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018: Pedoman Sistem Merit dalam 

Manajemen Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini mengatur tentang 

kepegawaian, program, rencana pengembangan sampai rencana kerja 

ASN. 

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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5. Al-Qurôan Ayat 110 Surat Ali Imran.52 

 ĊȴćǪĊøȺćȭ  ĆĊƘĆǹ  ąǦŉȵćä  ĊǨĆǱĈȀĊǹćä  ĈðǠŉȺȲĈȱ  ĆþĊĀćȀćȵĊĆе  ĈùĊĀćȀĊȞĆȶĊȱĈ˨  ĆþĊɀĆȾĊøȺĆøǩĆĀ   ĈȸĆȝ  ĈȀĆȮĊȺćȶĊȱä  ĆþĊɀćøȺĈȵĊǘćøǩĆĀ  
 ̔ĈėĉʋĈ˨  ĊɀĆȱĆĀ  ĆȸĆȵėä   ćȰĊȽĆä  ĈǢėǪĈȮĊȱä  ĆþǠĆȮĆȱ äăĊƘĆǹ  ̔ĊȴćŉƬ  ćȴćȾĊøȺĈȵ   ĆþĊɀćøȺĈȵĊǘćȶĊȱä   ćȴćȽćȀĆøǮĊȭĆäĆĀ  ĆþĊɀćȪĈȆėȦĊȱä  

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan 

untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, 

mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Alloh. Seandainya 

Ahlukitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka 

ada yang beriman dan kebanyak mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. 

Ali Imron: 110). 

Dibandingkan dengan makhluk lain, manusia sangat maju dan 

memiliki kemampuan yang istimewa serta derajat yang tinggi. Untuk 

mencapai potensi maksimalnya dan menjadi individu yang lebih baik dan 

bermanfaat, manusia harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

yang lebik baik. 

6.  Al-Qurôan Surat Al-Jatsiyah Ayat 13.53 

 ĆȀŉǺĆȅĆĀ  ĊȴćȮĆȱ Ǡŉȵ  Ĉż  ĈçėɀėȶŉȆȱä ǠĆȵĆĀ   Ĉż  ĈóĊîĆĊɍä  ǠăȞĊøɆĈĆƤ  ̔ćȼĊȺĈĉȵ  ŉþĈä   ĊĈŽ  ĆȬĈȱėí  ąǨėɅėĆɍ  ąýĊɀĆȪĈĉȱ 
 ĆþĊĀćȀŉȮĆȦĆøǪŉøɅ 

Artinya: Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di 

langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai Rahmat) darinya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Alloh) bagi kaum yang berpikir. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang sudah diberikan oleh 

Alloh perlu dijaga serta dimanfaatkan dengan baik. Kemampuan atau 

potensi berpikir harus selalu diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia 

dalam kehidupannya. 

 

 
52 Nu Online, ñAl-Qurôan Surat Ali Imron Ayat 110ò, https://quran.nu.or.id/ali-imran/110. Diakses 

Pada Hari Jum'at, 16 Agustus 2024. Pukul 07.58 WIB. 
53 Nu Online, "Al-Qur'an Surat Al-Jatsiyah Ayat 13". Diakses Pada Hari Jum'at, 16 Agustus 2024. 

Pukul 09.12 WIB . 
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E. Kerangka Berpikir  

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus 

penelitian di atas dapat dibagankan melalui kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 

Proses 

Pelaksanaan 

Pengembangan 

CPNS 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pengembangan 

CPNS 

Manajemen Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Perencanaan 

Pengembangan 

CPNS 

Dasar Hukum: 

Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan LAN & 

Ayat Al-Qurôan 

Teori: 

Manajemen SDM: George R. 

Terry & Garry Dasler 
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Metode, Strategi & 

Tahap Pengembangan 

CPNS 

Evaluasi & 

Tahap Evaluasi 

CPNS 

Kompetensi CPNS di 

Setjen DPR RI 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan kalimat dan deskripsi, 

metodologi penelitian ini menyajikan temuan penyelidikan peneliti. Proses 

pemahaman fokus penelitian Manajemen Pengembangan CPNS di Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif (Pusbangkom) Sekretariat 

Jenderal DPR RI menjadi salah satu ciri khas penelitian ini. 

Metode dan pertanyaan yang telah disiapkan merupakan bagian dari 

proses penelitian ini, bersamaan dengan pengumpulan data yang diyakini 

peneliti relevan dengan keadaan di lokasi penelitian. Laporan yang tertulis 

pada penelitian menggunakan teknik terkini dan struktur penulisan yang 

fleksibel.54 Penelitian ini akan menjelaskan fenomena yang terjadi secara 

komprehensif, menggunakan deskripsi bahasa dan kata dalam konteks 

tertentu, serta berbagai teknik alam dan ilmiah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Untuk memperoleh pengetahuan yang menyeluruh tentang peristiwa yang 

diteliti, penelitian studi kasus semacam ini terdiri dari rangkaian penelitian 

ilmiah yang menyeluruh, cermat dan terfokus pada suatu kejadian atau 

tindakan tertentu, kelompok maupun dalam satuan organisasi.55 

 
54 John W. Creswell and J. David Creswell, Mixed Methods Procedures, Research Defign: 

Qualitative, Quantitative, and Mixed M Ethods Approaches, 2018. 
55 Dimas Assyakurrohim et al., ñMetode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,ò Jurnal 

Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 (2022): 1ï9, https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951. 

44 
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Menurut Moleong yang mengutip Krik dan Miller, penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian ilmu-ilmu sosial yang sebagian besar bergantung 

pada pengamatan manusia di lapangan dan kaitannya dengan dengan bahasa 

manusia.56 Dalam upaya memperjelas manajemen Pengembangan calon 

pegawai negeri sipil, kajian ini akan mencakup topik-topik seperti 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai. 

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat 

mengumpulkan informasi yang luas, valid dan tidak ambigu serta selaras 

dengan keadaan dan temuan di lapangan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang krusial dalam pengumpulan 

data penelitian. Hal ini dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan 

observasi terhadap data dan temuan penelitian di lapagan. Penelitian ini sesuai 

dengan jenis penelitian kualitatif, dimana kehadiran peneliti dijadikan sebagai 

instrumen utama di lokasi penelitian.57 Karena berfungsi sebagai alat utama 

untuk mengumpulkan data secara langsung, peneliti harus hadir di lokasi 

penelitian ketika melakukan penelitian kualitatif. Dalam rangka 

mengembangkan keterampilan CPNS, peneliti mencari pengalaman dan 

pemahaman langsung tentang manajemen pengembangan calon pegawai 

negeri sipil di Pusbangkom SDM Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Tujuan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 

mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan. Ada beberapa tingkatan 

 
56 Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 

Hlm. 4 
57 Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. Hlm. 7. 
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dalam penelitian ini. Pertama, peneliti melakukan pengenalan dan pendekatan 

ke Pusbangkom SDM Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI, sumber manusia 

yang ada pada bagian ini dan seluruh pegawai serta calon pegawai negeri sipil 

yang terlibat dalam penelitian. Selain itu, pra observasi terhadap budaya kerja 

juga dilakukan oleh peneliti di Pusat Pengembangan Kompetensi SDM 

Legislatif Setjen DPR RI. Ketiga, penelit melaksanakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi, sehingga dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, 

pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir dan pelapor hasil data 

penelitian yang dilakukan dan didapatkan di lapangan. 

C. Lokasi Penelitan   

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pusat 

Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Legislatif Sekretariat Jendral 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Jendral 

Gatot Subroto, No. 01 RT/RW 01/03 Senayan, Jakarta Pusat (10270). Alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR 

RI adalah dikarenakan ada beberapa pertimbangan diantaranya: 

1. Pusbangkom SDM Legislatif Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia merupakan unit kerja stingkat eslon II yang 

dibentuk pada akhir tahun 2015 dan peraturan Sekretaris Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dimana dalam pelaksanaan tugas 
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dan fungsinya dapat dijadikan contoh kepada lembaga di tingkat daerah, 

kabupaten atau kota. 

2. Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI memiliki peran yang 

bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen DPR RI. 

3. Kedekatan peneliti pada lembaga DPR RI yang didukung dengan 

dilaksanakannya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM) yang berlangsung selama 3 bulan. 

4. Peneliti sangat mengharapkan akan adanya lebih banyak lembaga yang 

dapat dijadikan percontohan seperti lembaga yang dijadikan tempat 

penelitian oleh peneliti. 

D. Data dan Sumber Data 

Data adalah sumber daya yang berharga untuk menyelidiki masalah dan 

memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Istilah "sumber data" 

mengacu pada pokok bahasan dari mana data dikumpulkan, diperoleh dan 

diterima. Oleh karena itu, dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber data 

pada penelitian adalah subjek yang berasal dari mana data itu didapatkan.58 

Berikut data dan sumber data pada penelitian ini: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian mengacu pada informasi pertama yang 

dikumpulkan peneliti ketika melakukan penelitian, dalam hal ini data 

primer adalah informasi yang diperoleh sendiri oleh peneliti. Informasi 

 
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Penelitian꜡: Suatu 

Pendekatan Praktik, Jurnal Universitas Udayana. ISSN, vol. 2302 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 
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yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber aslinya disebut data 

primer.59 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah temuan 

observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan deskripsi rincian sebagai 

berikut: 

a. Informasi yang diperoleh melalui wawancara informan antara lain: 

1) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial 

Kultural 

2) Widyaswara Ahli Pertama Bidang Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Sosial Kultural  

3) Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Sosial Kultural 

4) Tenaga Pelatihan program Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Sekretariat Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

5) Peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jendral DPR RI Tahun 

Anggaran 2023 

b. Data hasil observasi di lapangan meliputi: 

1) Observasi kegiatan sehari-hari di lokasi penelitian 

2) Observasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR 

RI 

 

 

 
59 Abdul Gani, Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi, Rake Sarasin, 2015. 
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c. Data hasil dokumentasi di lokasi penelitian meliputi: 

1) Dokumen Manajemen Pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI 

2) Dokumentasi kegiatan Pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI melalui kegiatan Pelatihan Dasar dan 

lain-lain 

3) Dokumen hasil capaian kegiatan Pengembangan CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, data sekunder juga digunakan. Sumber data 

sekunder dikumpulkan secara tidak langsung guna mendukung dan 

menguatkan sumber data primer. informasi yang dikumpulkan secara 

eksplisit dari sumber asli oleh peneliti sebagai upaya penunjang disebut 

dengan data sekunder. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa data 

yang tersusun dalam bentuk dokumen.60 Data sekunder pada penelitian ini 

berasal dari dokumen terkait. Data sekunder pada penelitian ini juga 

didapatkan secara tidak langsung melalui pihak-pihak terkait yang berupa 

data dan dokumen kelembagaan, serta berbagai literatur dengan topik 

serupa yang dibahas dalam penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai alat pengumpulan 

data penelitian. Langkah yang metodis dan seragam dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan untuk penelitian disebut pengumpulan data. 

 
60 Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian, Jusuf Aryani Learning, 2017. 
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Pengumpulan data ini dapat digunakan untuk memverifikasi validitas 

penelitian, dan juga dapat menentukan apakah penelitian tersebut bermanfaat 

atau tidak. Peneliti menggunakan strategi atau prosedur yang disebut metode 

pengumpulan data untuk mengumpulkan data.61 Dengan penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Teknik Wawancara atau Interview 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data tatap muka yang 

mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan secara lisan. Teknik 

wawancara mendalam dilaksanakan dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Cara ini dilakukan dengan 

menghubungi informan atau narasumber secara tatap muka untuk 

mendapatkan data dan informasi yang komprehensif dan mendalam.62 

Untuk mengumpulkan informasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara terstruktur yang didefinisikan sebagai proses metodis di 

mana serangkaian pertanyaan diajukan secara berurutan kepada informan 

dan tanggapan informan dicatat dalam format yang seragam. 

Teknik wawancara atau interview ini ditujukan kepada Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagai 

penanggung jawab dan pintu kedua dalam proses pengembangan 

kompetensi SDM CPNS di Pusbangkom Setjen DPR RI yang menjadi 

pelaksana langsung di lapangan mulai dari perencanaan pengembangan, 

 
61 Rahmat riyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, ed. Jakarta Putra Grafika (Ja: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, n.d.) 2015. 
62 D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan (Bandung: Alfabeta, 

2013). 
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pelaksanaan hingga pada ditahap evaluasi kegiatan. Widyaswara Muda, 

Penelaah Teknis Kebijakan, pengampu materi pengembangan CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI dan peserta CPNS TA 2023. 

2. Teknik Observasi 

Teknik observasi meliputi kegiatan mengamati dan 

mendokumentasikan kejadian-kejadian yang terjadi secara metodis di 

lokasi penelitian.63 Dengan pendekatan observasi ini, peneliti dapat 

menyaksikan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian dan 

mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat peristiwa. Seperti 

mengamati proses perencanaan pengembangan kompetensi CPNS di 

Pusbangkom Sekretariat Jenderal DPR RI hingga tahap pelaksanaan dan 

evaluasi. 

Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan CPNS di Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI serta sarana dan prasarana yang menunjang 

pengembangan CPNS. Selain itu, peneliti melakukan penelitian 

observasional pada tahap pengembangan CPNS. Pengamatan langsung ini 

membantu peneliti melakukan analisis yang lebih efisien dan objektif 

mengenai manajemen pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI. 

 

 

 
63 George Towar Ikbal Tawakkal and Tia Subekti, Metodologi Penelitian Sosial Dasar, Metodologi 

Penelitian Sosial Dasar, 2023, https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data 

dengan melihat dan mendokumentasikan semua laporan dan dokumen 

yang ada. Teknik dokumentasi menurut Djumhur dan Muhammad Surya 

adalah cara mengumpulkan informasi yang telah dicatat dalam buku-buku 

tertulis, seperti buku induk, buku pribadi, surat keterangan dan 

sebagainya.64 Sedangkan menurut Sutrisno yang dikutip oleh Abu Bakar 

Rifaôi metode dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data 

yang menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti buku, majalah, 

dokumentasi, jurnal, notulensi dan lain sebagainya.65  

Menurut definisi yang diberikan di atas, pengumpulan data dengan 

teknik dokumentasi mengharuskan peneliti mencari dan mengambil 

informasi apapun yang dapat diungkapkan dalam bentuk tertulis atau 

visual dan menjelaskan kaitannya dengan arah atau tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang 

tertulis dan non tertulis terkait dengan manajemen pengembangan CPNS 

di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI yaitu berupa foto kegiatan 

pengembangan CPNS, program pelatihan serta beberapa dokumen pribadi 

lembaga mengenai perencanaan, pelaksanaan sampai ditahap evaluasi 

pelaksanaan pengembangan CPNS. Selain dokumentasi dengan bentuk 

dokumen tertulis, peneliti juga mengumpulkan data melalui foto-foto 

kegiatan proses pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif 

 
64 Muhammad Surya, Djumhur, Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah (Bandung: CV Ilmu, 

1975). 
65 Rifaôi Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Suka-Press UIN Sunan Kalijaga: Pustaka 

Belajar, 2021). 
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Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan tersebut meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

F. Analisis Data 

Tindakan mengumpulkan informasi secara metodis melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi serta mengaturnya ke dalam format yang dapat 

dipahami sehingga temuan dapat dibagikan kepada orang lain disebut analisis 

data.66 Model analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman dan 

Saldana akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Analisis data 

merupakan kegiatan yang memadukan pengumpulan data, kondensasi data, 

penyajian data dan verifikasi data.67  

Dari uraian pengertian diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa analisis 

data dilaksanakan untuk mendeskripsikan seluruh data penelitian sehingga 

dapat dimengerti dan dapat menarik sebuah kesimpulan, hasil yang didapat 

dalam penelitian ini, ide-ide yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dapat 

dikembangkan melalui analisis data. Secara lebih mudah dapat dilihat pada 

bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 
66 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. Hal. 131. 
67 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. Hal. 133 
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Gambar 3.1 Teknik Analisis Data 

Secara detail, Berikut ini adalah metode analisis data yang akan peneliti 

terapkan: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi di Pusat Pengembangan 

Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengumpulan 

data ini dilakukan dengan cara menentukan strategi pengumpulan data 

yang dinilai tepat serta untuk mengetahui fokus dan kedalaman proses 

pengumpulan data selanjutnya. 

2. Kondensasi Data 

Langkah pertama pada analisis data penelitian ini yaitu melalui 

komndenesi data. Proses memilih, memusatkan, menyederhanakan dan 

mengabstraksi informasi dari aktivitas kegiatan di lokasi penelitian, 

wawancara, transkip serta berbagai catatan dan dokumen di lokasi 

penelitian. Sehingga dengan menggunakan data kondensasi ini, data 
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penelitian akan lebih kuat dan valid.68 Pada tahap ini, data akan dipilih dan 

disaring oleh peneliti sesuai dengan topik penelitian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap selanjutnya dalam proses analisis 

data, setelah kondensasi data. Penyajian data adalah tampilan terorganisir 

informasi yang dikumpulkan oleh peneliti, bersama dengan deskripsi 

kesimpulan dan pengambilan tindakan atau keputusan. Peneliti 

memanfaatkan penyajian data sebagai acuan ketika membuat penilaian 

berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap penyajian data. Hal ini juga 

membantu untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus serta acuan 

peneliti dalam mengambil tindakan atau keputusan.69 Data yang telah 

terfokus secara efektif akan disajikan pada tahap penyajian data sejalan 

dengan sistematika penelitian, yaitu dalam bentuk pembahasan dan 

temuan penelitian. 

4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahap ketiga dalam 

analisis data, setelah kondensasi data dan penyajian data. Sebagaimana 

ditunjukkan oleh temuan analisis data, verifikasi atau kesimpulan ini 

merupakan produk penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mampu 

menjawab semua fokus penelitian yang dibuktikan dengan analisis data. 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan disajikan dengan bentuk 

pendeskripsian objek penelitian dengan berpaju pada kajian penelitian.70 

 
68 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. Hal. 142. 
69 Metode Penelitian Kualitatif Imam Gunawan, ñMetode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,ò 

Teori Dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal 80-83, 2013. 
70 Imam Gunawan. Hal 120-124. 
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Peneliti kemudian akan mememferivikasi data atau membuat kesimpulan, 

yaitu dengan menentukan bahwa informasi yang digunakan pada langkah 

selanjutnya dapat diverifikasi kebenarannya, akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data melakukan penelitian kualitatif adalah 

prosedur yang wajib dilakukan. Untuk memastikan data yang akan diberikan 

konsisten dengan sumber penelitian, peneliti menggunakan pendekatan 

triangulasi untuk memverifikasi kebenaran data. Pada dasarnya, triangulasi 

merupakan strategi multimode yang digunakan akademisi ketika 

mengumpulkan dan mengkaji data agar fenomena-fenomena yang diteliti 

dapat dipahami secara akurat dan utuh serta diperoleh kebenaran yang tinggi 

jika dilihat dari berbagai sudut pandang.  

Tingkat kebenaran yang dapat diandalkan dapat dicapai dengan melihat 

fenomena yang sama dari beberapa sudut. Oleh karena itu, triangulasi 

merupakan upaya untuk memverifikasi keakuratan informasi atau data yang 

dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sudut pandang dan dengan 

meminimalkan bias yang muncul selama proses pengumpulan dan analisis 

data.71 Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:72 

 

 
71 Mudjia Rahardjo, ñTriangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,ò UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, n.d., https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html. 

diakses 2 Juli 2024. 15.34 WIB. 
72 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. 
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1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dapat diterapkan peneliti dengan menguji 

keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek data yang didapatkan 

dari beberapa sumber. 

2. Tirangulasi Teknik 

Triangulasi teknik ini dapat dilakukan peneliti dengan cara mengecek 

data dari sumber yang sama dengan cara atau teknik yang berbeda. 

Contohnya data yang diperoleh melalui wawancara dapat dicek dengan 

cara melakukan observasi. 

3. Triangulasi Data 

Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dengan menemui 

setiap narasumber atau informan yang sudah diwawancarai untuk 

mengecek kembali tentang data yang sudah ditulis peneliti dengan tujuan 

untuk memastikan kebenarannya. 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pra-Penelitian 

Tahapan peneliti untuk terjun ke lokasi penelitian adalah dengan 

menganalisis yang bersifat sementara dan mungkin juga akan berkembang. 

Analisis dilakukan terhadap data akibat studi pendahuluan atau data 

sekunder yang akan dipergunakan untuk peneliti memilih fokus penelitian. 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan penelitian dilakukan 

ketika peneliti mengumpulkan data dan sesudah pengumpulan data yang 

selesai dengan jangka waktu eksklusif. Saat melaksanakan wawancara, 

peneliti melaksanakan analisis terhadap data wawancara, tetapi jika 

jawaban narasumber atau informan dirasa kurang dan belum memuaskan, 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga langkah tertentu sampai 

mendapatkan jawaban yang tepat. 

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa operasi analisis data 

kualitatif yang diterapkan secara interaktif dan terus menerus sampai 

terselesaikan, sehingga data dalam penelitian yang diperoleh tidak salah.73 

3. Pengelolaan Data 

Pada tahap pengelolaan data, setelah peneliti turun di lokasi penelitian, 

selanjutnya peneliti mengelola atau mengolah data hasil lapangan sesuai 

dengan teori serta data, kemudian memilih dan memilah data yang relevan 

dan tidak valid untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. 

4. Menulis Data Hasil Penelitian 

Pada tahap menulis data hasil penelitian, sebagai tahap akhir dalam 

penelitian, peneliti menulis hasil penelitian yang didapatkan dari informan 

atau narasumber berupa laporan hasil penelitian. Laporan penelitian ini 

ditulis dan disusun dengan format yang telah ditetapkan, mudah dipahami 

dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. 

 

 
73 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. 
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BAB IV 

DATA & HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini, peneliti menguraikan data hasil penelitian serta temuan-temuan 

di lapangan ketika melakukan penelitian. Untuk memperjelas, maka pembahasan 

pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab besar, yaitu: a. Profil gambaran umum 

lokasi penelitian yang berkaitan dengan Pengembangan Calon Pegawai Negeri 

Sipil di Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan b. Hasil temuan penelitian di 

Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diantaranya adalah: 1. Perencanaan 

Pengembangan CPNS di Pusbangkom Setjen DPR RI, 2. Proses Pelaksanaan 

Pengembangan CPNS di Pusbangkom Setjen DPR RI, 3. Evaluasi Pelaksanaan 

Pengembangan CPNS di Pusbangkom Setjen DPR RI. 

A. Profil Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat 

Jendral DPR RI 

a Nama Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 

Sekretariat Jendral DPR RI 

b Alamat Gedung Sekjen DPR RI Lantai 4 Kompleks DPR/MPR 

RI, Jln. Jendral Gatot Subroto, Kota Jakarta Pusat, 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

c Kode Pos 10270 

d Website pusdiklat.dpr.go.id 

e Telepon (021) 5715 349 
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Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI merupakan unit kerja 

setingkat eslon II yang dibentuk pada akhir tahun 2015 serta sesuai dengan 

Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris 

Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Pada pelaksanaanya, terdapat perubahan 

nomenklatur dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif. Pada unit kerja juga, terdapat 

perubahan dan dibagi berdasarkan jenis pelatihan yaitu bidang pelatihan 

struktural dan fungsional menjadi bidang pengembangan kompetensi 

manajerial dan sosial kultural dan bidang pelatihan teknis menjadi bidang 

pengembangan kompetensi teknis. 

Sebagai lembaga pengembangan kompetensi, Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI bertanggung jawab terhadap pengembangan 

kompetensi PNS di lingkungan Setjen DPR RI, hal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jendral 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jendral DPR RI, Pusbangkom SDM Legislatif mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia legislatif 

Sekretariat Jendral. 
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1. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM 

Legislatif  

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jendral dan Badan Keahlian DPR RI, menjelaskan bahwa di lingkungan 

Sekretariat Jendral dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jendral. Sebagai pelaksanaan dari 

Peraturan Presiden tersebut maka dibentuk Peraturan Sekretaris Jendral 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Pusbangkom SDM Legislatif mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

Tugas: Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Legislatif Sekretariat Jendral. 

Fungsi: 

a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 

b. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengembangan 

kompetensi sumber daya manusia legislatif 

c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial 

d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sosial kultural 

e. Pengelolaan tugas belajar dan beasiswa 

f. Pengelolaan magang/praktik kerja 
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g. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis 

h. Penguatan kapasitas tenaga ahli, staf administrasi anggota DPR RI 

dan tenaga sistem pendukung 

i. Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang 

pengembangan kompetensi 

j. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pengembangan Kompetensi SDM 

Legislatif 

k. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi 

SDM Legislatif, dan 

l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jendral 

Pasal 329 Peraturan Sekjen tersebut mengatur bahwa Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif terdiri dari: 

a. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural 

b. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis 

c. Sub bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi SDM 

Legislatif, dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Sosial Kultural 

Tugas: menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi 

manajerial dan sosial kultural aparatur sipil negara serta pengelolaan tugas 

belajar beasiswa dan magang/praktik kerja. 
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Fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang pengembangan 

kompetensi manajerial dan sosial kultural 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pelaksanaan pengembangan 

kompetensi manajerial dan sosial kultural 

c. Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial 

kultural 

d. Pelaksanaan pengelolaan tugas belajar, beasiswa dan 

magang/praktik kerja, dan 

e. Pelaporal pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif 

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis 

Tugas: Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi teknis 

aparatur sipil negara, penguatan kapasitas tenaga ahli, staf administrasi 

anggota DPR RI dan tenaga pendukung sistem. 

Fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang pengembangan 

kompetensi teknis 

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi 

teknis 

c. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis ASN 

d. Penguatan kapasitas bagi tenaga ahli, staff adminstrasi anggota 

DPR RI dan tenaga sistem pendukung, dan 
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e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala pusat 

pengembangan kompetensi SDM legislatif 

4. Tugas Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas: Melakukan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan 

fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif, bidang dan 

kelompok jabatan fungsional. 

5. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM 

Legislatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pusbangkom SDM Legislatif 

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbangkom SDM 

Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam: 09.35 WIB 

Dalam struktur Sekretariat Jendral DPR RI, Pusbangkom SDM 

Legislatif berada di bawah Sekretariat Jendral dan bertanggung jawab 
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kepada Sekretaris Jendral DPR RI. Struktur organisasi Pusbangkom SDM 

Legislatif memiliki komposisi pegawai sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Komposisi Pegawai Pusbangkom SDM Legislatif Tahun 2023 

 

No Struktural/Fungsional Formasi 

(Orang) 

Saat ini 

(Orang) 

Posisi di Unit Kerja 

1 Kepala Pusat 1 0 Kepala Pusat Pengembangan 

SDM Legislatif 

2 Kepala Bidang 2 2 - Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Sosisal 

Kultural 

- Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis 

3 Kepala Sub Bagian 1 1 Kepala Sub Bagian TU 

Pusbangkom SDM Legislatif 

4 Pengembang 

Teknologi 

Pembelajaran Ahli 

Muda 

2 0 - Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Sosisal 

Kultural 

- Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis 

5 Pengembang 

Teknologi 

Pembelajaran Ahli 

Pertama 

4 0 - Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Sosisal 

Kultural 

- Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis 

6 Widyaswara Ahli 

Madya 

9 3 Pusbangkom SDM Legislatif 

7 Widyaswara Ahli 

Muda 

10 3 - Bidang Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan 

Sosial Kultural 

- Bidang Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

8 Widyaswara Ahli 

Pertama 

9 4 - Bidang Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan 

Sosial Kultural 

- Bidang Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

9 Penyusun Bahan 2 1 Sub Bagian TU Pusbangkom 
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Kebijakan SDM Legislatif 

10 Analis Diklat 12 3 - Bidang Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan 

Sosial Kultural 

Bidang Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

11 Pranata Diklat 2 1 - Bidang Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan 

Sosial Kultural 

- Bidang Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

12 Pengelola Data 4 2 Sub Bagian TU Pusbangkom 

SDM Legislatif 

13 Arsiparis Terampil 1 0 Sub Bagian TU Pusbangkom 

SDM Legislatif 

14 Pengadministrasi 

Umum 

9 1 - Sub Bagian TU 

Pusbangkom SDM 

Legislatif 

- Bidang Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan 

Sosial Kultural 

- Bidang Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

Jumlah 57 

Orang 

21 

Orang 

 

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbangkom SDM 

Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.35 WIB 

Adapun komposisi pegawai Pusbangkom SDM Legislatif berdasarkan 

tingkat pendidikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Kompsisi Pegawai Pusbangkom SDM Legislatif Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Serta Pangkat dan Golongan Tahun 2023 

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.35 WIB 
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B. Hasil Temuan Penelitian 

1. Perencanaan Pengembangan CPNS di Pusat Pengembangan 

Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI 

Perencanaan pengembangan merupakan suatu proses awal yang harus 

dilakukan dalam menentukan hasil dari pengembangan agar sesusai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pengembangan CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI didasarkan atas tiga aspek, 

diantaranya adalah: dasar hukum yang telah ditetapkan pemerintah, 

perkembangan zaman yang semakin berkembang dan penetapan tujuan. 

Dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah senantiasa 

dijadikan dasar dalam pengembangan CPNS, hal tersebut sebagaimana 

dinyatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial 

dan Sosial Kultural sebagai berikut: 

ñéKegiatan pengembangan CPNS yang dilakukan di Pusbangkom ini 

didasarkan oleh dasar hukum yang mengatur di negara ini, seperti 

Undang-Undag No 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan 

atas perLAN Nomor 1 tahun 2021 yang mengatur tentang pelatihan dasar 

calon pegawai negeri sipiléò74 

Hal senada juga disampaikan oleh Widysawara Ahli Pertama terkait 

dengan pengembangan CPNS sebagai berikut: 

ñéPengembangan yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI tentu semuanya didasari oleh peraturan yang berlaku, kita 

tetap memperhatikan UU, PP, perLAN dan lain-lain yang mengatur 

tentang pengembangan CPNS di instansi pemerintahéò75 

 
74 Wawancara dengan ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS., Kamis, tanggal 14 November 2024, pukul 

10.43 WIB. 
75 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.05 WIB 
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Berkaitan dengan dasar hukum yang ditetapkan pemerintah terkait 

pengembangan CPNS juga dinyatakan oleh dua Penelaah Teknis 

Kebijakan sebagai berikut: 

ñébegini mas, semua perencanaan yang kami lakukan di Pusbangkom 

ini, harus sesuai dan menyesuaikan regulasi atau kebijakan yang ada, 

dalam hal ini kami perlu memperhatikan undang-undang, PerLAN atau 

lainya yang mengatur tentang ASN atau pengembangan CPNSéò76 

ñédalam merencanakan sebuah kegiatan pengembangan CPNS, kami 

semua merujuk kepada peraturan yang mengatur mas, baik itu dari UU, 

LAN, KEMENPAN-RB, PP ataupun Sekjenéò77  

Hal senada juga, disampaikan oleh Tenaga Pelatihan CPNS sebagai 

berikut: 

ñékami dalam merencanakan pengembangan CPNS, terkhusus di 

DPR RI ini selalu memperhatikan regulasi yang ada mas, sebelum kami 

melakukan pelatihan dll, kami mempelajari terlebih dahulu bagaimana 

regulasi yang dipakaiéò78 

Dasar hukum, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau 

PP, Peraturan Lembaga Akreditasi Negara dan lain-lain memiliki 

kedudukan yang sangat penting sebagai dasar atau acuan Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI dalam perencanaan pengembangan CPNS. 

Mengingat sangat pentingnya dasar hukum tersebut, tulisan dasar hukum 

tersebut dapat dilihat pada berkas pengembangan CPNS DPR RI yang 

diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan 

Kompetensi ASN-LAN RI sebagai berikut: 

 

 

 
76 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.23 WIB 
77 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.24 WIB 
78 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.26 WIB 
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Gambar 4.3 Dasar Hukum Pelatihan 

Sumber: PerLAN No 10/2021 tentang Perubahan Atas PerLAN No 1/2021 

tentang Pelatihan Dasar CPNS, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 

WIB 

Selain dasar hukum, perkembangan zaman juga menjadi hal yang 

penting untuk diperhatikan dalam pengembangan CPNS di DPR RI, 

sehingga perkembangan zaman juga dijadikan sebagai acuan dalam 

merencanakan pengembangan CPNS di DPR RI sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Soisal Kultural: 

ñésetelah kami mempelajari, menelaah dan menerapkan dasar hukum 

mas, baru kami menganalisis kebutuhan atau perkembangan zaman, 

sehingga pengembangan CPNS ini juga disesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang terus berkembangéò79 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kasub Bag Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Widyaswara Ahli Pertama 

sebagai berikut: 

ñéperkembangan zaman menjadi suatu hal yang sangat kami 

perhatikan mas dalam pengembangan CPNS ini, kami memastikan bahwa 

 
79 Wawancara dengan ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS., Kamis, tanggal 14 November 2024, pukul 

10.45 WIB. 
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pengembangan CPNS ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

zamanéò80 

Berkaitan dengan perkembangan zaman, dua Penelaah Teknis 

Kebijakan juga menyampaikan bahwa: 

ñékami di tim penelaah teknis kebijakan juga memastikan mas, 

bahwa pengembangan CPNS ini selain mengacu terhadap dasar hukum, 

juga memperhatikan perkembangan zaman, sehingga kebutuhan CPNS 

nanti di unit kerjanya dapat terpenuhiéò81 

ñéiya mas, kami benar-benar memastikan bahwa pengembangan 

CPNS selain didasari dengan dasar hukum yang berlaku juga 

memperhatikan perkembangan dan kebutuhan zamanéò82 

Selain itu, Tenaga Pelatihan CPNS juga menjelaskan hal yang serupa 

bahwa: 

ñédalam perkembangan zaman yang semakin pesat, pusbangkom 

selalu memastikan bahwa pengembangan CPNS di DPR RI harus 

mengikuti perkembangan zamanéò83 

Perkembangan zaman yang sangat pesat menjadi suatu hal yang sangat 

diperhatikan dalam pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI, hal ini juga dibuktikan dengan adanya jadwal Jam 

Pelajaran (JP) E-Learning, Pelatihan Mandiri yang dilaksanakan melalui 

pembelajaran Massive Open Online Course (MOOC), dan Distance 

Learning, pembelajaran kolaboratif yang dilaksanakan melalui e-learning 

(learning management system) dan aktualisasi di tempat kerja: 

 

 

 
80 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.08 WIB 
81 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.27 WIB 
82 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.28 WIB 
83 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.29 WIB 
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Gambar 4.4 Perubahan JP E-Learning 

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

14/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbangkom 

SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 
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Gambar 4.5 Jadwal Pelatihan Mandiri yang dilaksanakan melalui 

pembelajaran Massive Open Online Course (MOOC) 

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

14/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbangkom 

SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 
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Gambar 4.6 Jadwal Pelatihan Distance Learning, pembelajaran 

kolaboratif yang dilaksanakan melalui e-learning (learning 

management system) dan aktualisasi di tempat kerja 

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil,  diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

Adanya Jam Pelajaran (JP) E-Learning, dan kegiatan pelatihan mandiri 

yang dilaksanakan melalui pembelajaran Massive Open Online Course 

(MOOC), Distance Learning, pembelajaran kolaboratif yang dilaksanakan 

melalui e-learning (learning management system) dan aktualisasi di 

tempat kerja tersebut dilaksanakan dengan tujuan pembelajaran serta 

pelatihan yang diterapkan tetap mengikuti perkembangan zaman, sehingga 

peserta dapat mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran secara 

online. 

Selain perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat, 

penetapan tujuan juga menjadi bahan acuan dalam pengembangan CPNS, 
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sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagai berikut: 

ñépada penetapan tujuan ini, kami menetapkan kompetensi yang 

akan dibangun mas, jadi pembentukan karakter CPNS ini disesuaikan 

dengan pedoman dari LAN RI. Ada empat kompetensi yang dibangun 

mas, yaitu: 1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara, 2. 

Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan 

jabatannya, 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk 

mendukung smart govermance sesuai ketentuang perundang-undangan, 4. 

Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai 

bidang tugaséò84   

Hal senada juga disampaikan oleh Widyaswara Ahli Pertama: 

ñédalam penetapan tujuan ini, kami menetapkan kompetensi yang 

akan dibangun dan harus dimiliki oleh CPNS setelah mengikuti 

pengembangan mas, ada empat kompetensi yang kami tetapkan mas sesuai 

dengan pedoman manajemen pengembangan CPNS dari LAN RIéò85  

Dua Penelaah Kebijakan Teknis juga menyampaikan tentang 

penetapan tujuan pengembangan CPNS bahwa: 

ñéIya mas, dalam penetapan tujuan ini kami menetapkan kompetensi 

yang akan dibangun dan harus dimiliki oleh CPNS ini sesuai dengan 

pedoman dari LAN RI maséò86 

ñéPada tahap penetapan tujuan mas, kami disini benar-benar 

memastikan bahwan kompetensi yang kami tetapkan ini sesuai dengan 

pedoman dari LAN RIéò87 

Hal serupa juga disampaikan oleh Tenaga Pelatihan CPNS sebagai 

berikut: 

ñéditahap penetapan tujuan, kami menetapkan kompetensi yang 

dibangun dan harus dimiliki oleh CPNS ini sesuai dengan pedoman dari 

LAN RI maséò88 

 
84 Wawancara dengan ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS., Kamis, tanggal 14 November 2024, pukul 

10.46 WIB. 
85 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.09 WIB 
86 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.28 WIB 
87 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.29 WIB 
88 88 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.29 

WIB 
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Berdasarkan hasil wawancara dari lima informan, terkait penetapan 

tujuan, hal tersebut didukung dengan dokumen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Kompetensi yang dibangun ñPembentukan Karakter 

PNS Yang Sesuai Bidang Tugasò 

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

Hasil wawancara dari lima informan membuktikan bahwa 

pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

dilakukan atas dasar hukum yang berlaku, mengikuti perkembangan 

zaman guna memberikan pendidikan dan pelatihan kepada CPNS serta 

penetapan tujuan, sehingga CPNS di lingkup Setjen DPR RI memiliki 

kompetensi yang sesuai. Terkait dengan kualifikasi CPNS, Pusbangkom 

SDM Legislatif telah memberlakukan standar kualifikasi yang telah 

ditetapkan oleh negara, hal ini dibuktikan hasil wawancara peneliti 

bersama empat informan sebagai berikut: yang pertama wawancara 

peneliti bersama Widyaswara Ahli Pertama yang menyampaikan bahwa: 
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ñéseluruh CPNS yang diterima di Setjen DPR RI ini di rekrut sesuai 

dengan dasar hukum dan standar kualifikasi yang ditetapkan mas, semua 

kebutuhan unit kerja diatur oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur 

(SDMA)éò89  

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh dua Anlis Teknis Kebijakan 

sebagai berikut: 

ñéCPNS yang ada di lingkup Setjen DPR RI telah direkrut 

berdasarkan ketentuan atau standar yang berlaku mas, jadi semua CPNS 

yang diterima disini telah melalui seleksi ketat CPNS seluruh 

Indonesiaéò90 

ñéperekrutan CPNS ini sesuai dengan standar yang berlaku mas, dari 

Biro SDMA yang mengatur segala kebutuhan unit kerja disini, jadi semua 

CPNS disini telah melewati tahap recruitmen dengan ketatéò91 

Senada dengan pernyatan tersebut, Tenaga Pelatihan CPNS juga 

menjelaskan bahwa: 

ñérekrutmen CPNS ini semua sama mas, mengikut aturan dari 

pemerintah, namun disini segala bentuk kebutuhan unit kerja dan 

kualifikasi CPNS diatur langusung oleh Biro SDMA, sehingga semua 

CPNS yang masuk disini sudah sesuai dengan prosedur yang adaéò92 

Berdasarkan pernyatan informan di atas, bahwa CPNS yang ada di 

lingkup Setjen DPR RI ini telah sesuai dengan standar dan aturan CPNS 

yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan formasi dan kualifikasi CPNS di 

lingkup Setjen DPR RI pada pengadaan CPNS tahun anggaran 2023 

sebagai berikut: 

 

 

 
89 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.10 WIB 
90 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.29 WIB 
91 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.30 WIB 
92 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.31 WIB 
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Gambar 4.8 Pengumuman Pansel Pengadaan CPNS Sekretariat 

Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 

Anggaran 2023  

Pengumuman Nomor : 01/Pansel Pengadaan Cpns/09/2023, Sumber diambil 

dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbangkom SDM Legislatif 

tanggal 13 November 2024 Jam 09.50 WIB 

2. Proses Pelaksanaan Pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI 

Pada proses pelaksanaan pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI terdapat beberapa metode yang diterapkan dalam 

pengembangan CPNS, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 

informan, seperti yang disampaikan oleh Widyaswara Ahli Pertama 

sebagai berikut:  

ñépelaksanaan pengembangan CPNS di Pusbangkom ini mas, 

dilakukan dengan beberapa metode penyelenggaraan, yaitu metode 

pelatihan klasikal yang didalamnya terdapat kegiatan on class & off class, 

metode blended learning yang didalamnya terdapat kegiatan pelatihan 

mandiri (MOOC), distance learning & pembelajaran klasikal serta metode 

distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu yang 

didalamnya terdapat kegiatan pelatihan mandiri (MOOC) dan e-learning + 

aktualisasi di tempat kerja, akan tetapi kami disini menerapkan metode 
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yang blended learning mas, jadi CPNS mengikuti kegiatan mandiri serta 

pelatihan langsung disiniéò93 

Hal serupa juga disampaikan oleh dua Penelaah Teknis Kebijakan 

sebagai berikut: 

ñépelaksanaan pengembangan CPNS disini dilakukan dengan 

beberapa metode mas, kalo kami disini menggunakan metode blended 

learning dan menyebutnya off campus & on campus mas, jadi pertama 

CPNS itu melakukan pelatihan dan pendidikan mandiri dan juga di kelas 

dilatih oleh pelatihnya, setelah CPNS ini melaksanakan Latsar kemudian 

CPNS ini melakukan habituasi atau praktik langsung di unit kerjanyaéò94  

ñésama mas, pelaksanaan pengembangan ini kami lakukan dengan 

beberapa metode, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di 

lapangan, jadi pada pelaksanaannya, CPNS ini ada kegiatan off campus & 

on campus maséò95 

Hal tersebut juga dijelaskan juga oleh Tenaga Pelatihan Dasar CPNS, 

seperti dibawah ini: 

ñépada pelaksanaannya, kami menerapkan beberapa metode mas, 

yang biasa kami sebut dengan metode blended learning yang terdiri dari 

off campus & on campus maséò96 

Selain itu, peserta pelatihan dasar CPNS juga menyampaikan, bahwa: 

ñéberkaitan dengan metode mas, yang unik menurut saya di 

Pusbangkom ini menerapkan metode blended learning mas, jadi 

pengembangan CPNS ini dilakukan secara online dan offlineéò97 

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan diatas, 

peneliti juga mendapatkan data terkait dengan kegiatan pelaksanaan 

pengembangan CPNS, seperti berkas kegiatan serta foto kegiatan seperti 

dibawah ini: 

 
93 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.13 WIB 
94 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.31 WIB 
95 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.32 WIB 
96 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.34 WIB 
97 Wawancara dengan Bapak Devindra Ramkas Oktaviano, S.IP., M.Han., Jumôat 13 Desember, 

Pukul 09.10 WIB 
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Gambar 4.9 metode penyelenggaraan pengembangan CPNS 

Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun Anggaran 2023  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil,, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 waktu penyelenggaraan Pelatihan Klasikal 

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 
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Gambar 4.11 waktu penyelenggaraan Blended Learning  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 waktu penyelenggaraan Distance Learning dalam 

keadaan darurat atau keadaan tertentu  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 
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Gambar 4.13 jadwal pembelajaran pelatihan klasikal  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 jadwal pembelajaran MOOC  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 

09.41 WIB 
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Gambar 4.15 jadwal pembelajaran Distance Learning  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 

09.41 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Dokumentasi kegiatan Latsar CPNS DPR RI TA 2023  

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 
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Semua dokumentasi laporan kegiatan pengembangan CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI dapat diakses melalui akun 

Instagram resmi DPR RI @dpr_ri dan Pusbangkom SDM Legislatif 

@pusbangkom.dprri 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/dpr_ri/profilecard/?igsh=NzNsZ3JkM29wb

DQ2 & 

https://www.instagram.com/pusbangkom.dprri/profilecard/?igsh=MTZtc

jdtMHM0ZXh1Nw==  

berdasarkan pemaparan di atas, ditemukan bahwa metode 

pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

adalah dengan metode pelatihan klasikal, blended learning dan distance 

learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Pada 

implementasinya, Pusbangkom SDM Legislatif menggunakan metode 

blended learning dalam menyelenggarakan pengembangan CPNS di 

lingkup Setjen DPR RI. 

Pelaksanaan pengembangan CPNS yang dilakukan oleh Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI menggunakan dua strategi dalam proses 

pengembangan CPNS. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara 

https://www.instagram.com/dpr_ri/profilecard/?igsh=NzNsZ3JkM29wbDQ2
https://www.instagram.com/dpr_ri/profilecard/?igsh=NzNsZ3JkM29wbDQ2
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bersama lima informan, yang pertama wawancara bersama Widyaswara 

Ahli Pertama: 

ñépelaksanaan pengembangan CPNS yang ada di lingkup setjen DPR 

RI ini terbagi menjadi dua mas, yang pertama dilakukan secara off campus 

atau CPNS ini melakukan kegiatan belajar mandiri dan di kelas dan on 

campus atau CPNS ini langsung mempraktikkan di unit kerjanya maséò98  

Hal senada juga disampaikan oleh dua Analis Teknis Kebijakan 

sebagai berikut: 

ñépengembangan CPNS di Pusbangkom ini dilakukan dengan dua 

strategi mas, yaitu kami sebut dengan strategi off campus dan on campus 

mas. Kalo off campus itu CPNS nya belajar secara mandiri dan belajar di 

ruangan bersama pelatih atau narasumber materi, sedangkan yang on 

campus itu CPNS nya langung mempraktikkan apa yang didapat di 

pelatihan di unit kerjanya maséò99 

ñéiya mas, pengembangan CPNS ini kami laksanakan dengan 

menerapkan dengan dua strategi. Kalo di luar biasanya disebut dengan off 

class dan on class, tapi kalo disini kami sebut dengan off campus dan on 

campus maséò100    

Hal tersebut, senada juga dengan yang disampaikan oleh Tenaga 

Pelatihan Dasar CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

bahwa: 

ñépelaksanaan pengembangan CPNS disini terbagi menjadi dua 

strategi mas, ada strategi yang dilakukan off campus atau secara mandiri 

dan di kelas dan dilakukan on campus atau diluar kelas dengan langsung 

terjun ke unit kerja masing-masing maséò101 

 

 

 
98 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.15 WIB 
99 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.33 WIB 
100 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.35 WIB 
101 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.36 WIB 
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Peserta pelatihan dasar CPNS juga menyampaikan hal yang serupa, 

bahwa: 

ñépelaksanaan pengembangan CPNS yang kami terima di 

Pusbangkom ini ada dua strategi mas, ada off campus dan on campuséò102 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan CPNS secara off campus dan on 

campus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan dasar 

CPNS, sebagaimana yang telah di dokumentasikan oleh Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Dokumentasi kegiatan Latsar CPNS DPR RI TA 2023  

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

Sesuai dengan paparan diatas, maka diketahui bahwa kegiatan 

pengembangan CPNS yang dilakukan di Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI dilakukan dengan dua strategi pengembangan, yaitu off 

campus dan on campus, untuk off campus dilakukan oleh Pusbangkom 

 
102 Wawancara dengan Bapak Devindra Ramkas Oktaviano, S.IP., M.Han., Jumôat 13 Desember, 

Pukul 09.102 WIB 
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SDM Legislatif Setjen DPR RI dan diikuti oleh seluruh CPNS di lingkup 

setjen DPR RI dengan belajar mandiri dan mengikuti pelatihan dasar di 

kelas, sedangkan on campus dilakukan oleh CPNS dengan terjun langsung 

ke unit kerja, melihat permasalahan apa yang terjadi di unit kerja dan 

berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. 

Pelaksanaan pengembangan CPNS yang dilaksanakan di Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI juga melalui beberapa tahapan, hal tersebut 

sebagaimana dinyatakan oleh Widyaswara Ahli Pertama sebagai berikut: 

ñéPusbangkom SDM Legislatif ini menggunakan blended learning 

mas, jadi pada blended learning ini terdiri dari empat tahapan mas, 1. 

Micro learning/selflearning yang dikelola oleh LAN & evaluasi 1, 2.  

Distance learning yang didalamnya terdapat pembelajaran daring (LMS E-

Learning) & pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja yang dikelola oleh 

LAN bersama lembaga pelatihan & evaluasi 2, 3. Pembelajaran klasikal 

yang dikelola lembaga pelatihan & evaluasi 3, 4. PKBT yaitu 

Pengembangan Kompetensi Teknis (skill tertentu) yang dilaksanakan oleh 

instansi asal peserta secara mandiri atau bekerjasama & evaluasi 4 éò103 

Hal serupa juga disampaikan oleh dua Penelaah Teknis Kebijakan 

sebagai berikut: 

ñéterkait tahapan pengembangan mas, kami kan menggunakan 

blended learning, jadi di dalam blended learning ada ada beberapa 

tahapan mulai dari CPNS-nya itu belajar sendiri melalui aplikasi, 

kemudian juga ada pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, ada pelatihan 

klasikal seperti off campus & on campus yang semua tahapannya itu ada 

proses evaluasinya juga maséò104 

ñépada tahapan pengembangan CPNS ini mas, kami 

memperhatikan tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh LAN RI mas, 

mulai dari pembelajaran mandiri, pelatihan klasikal, aktualisasi di tempat 

kerja hingga sampai di tahap evaluasiéò105 

 
103 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.17 WIB 
104 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.35 WIB 
105 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.37 WIB 
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Mengenai tahapan pengembangan CPNS, Tenaga Peltihan CPNS juga 

menyampaikan bahwa: 

ñépada tahapan pengembangan ini mas, semuanya sesuai dengan 

pedoman yang diatur oleh LAN RI, mulai dari pembelajaran mandiri, 

pelatihan klasikal, dan lain sebagainyaéò106 

Peserta pelatihan dasar CPNS juga menjelaskan, bahwa: 

ñédalam tahapan pengembangan CPNS, kami melewati beberapa 

tahap mas, mula dari belajar mandiri, blended learning, aktualisasi di 

tempat kerja, pelatihan klasikal jugaéò 

Berdasrkan hasil wawancara bersama lima informan diatas, maka 

diketahui bahwa tahapan pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI ini ada beberapa tahapan, hal tersebut sesuai 

dengan dokumen berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Tahapan Latsar Blended Learning CPNS DPR RI TA 

2023  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

Gambar diatas menunjukkan bahwa tahapan pengembangan CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI dilakukan dengan beberapa 

 
106 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.38 WIB 
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tahapan, mulai dari MOOC, Distance Learning, Pembelajaran Klasikal, 

PKTBT, hingga sampai ditahap pelepasan peserta. 

3. Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI 

Pada proses pelaksanaan pengembangan CPNS, tidak lengkap jika 

tidak adanya evaluasi pelaksanaan pengembangan CPNS yang diterapkan 

di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI. Dalam hal ini, evaluasi 

pelaksanaan pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen 

DPR RI terdapat beberapa tahap. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan lima informan 

yaitu dengan Widyaswara Ahli Pertama, dua Penelaah Teknis Kebijakan, 

Tenaga Pelatihan kegiatan dan Peserta Latsar CPNS. Untuk yang pertama 

wawancara Bersama Widyaswara Ahli Pertama sebagai berikut: 

ñépada proses evaluasi pengembangan CPNS, ada tiga aspek 

yang kami evaluasi mas, pertama adalah evaluasi peserta, kedua evaluasi 

tenaga pelatihan dan ketiga evaluasi penyelenggaraanéò107 

Hal senada juga disampaikan oleh dua Penelaah Teknis Kebijakan 

bahwa: 

ñépada tahap evaluasi ini, kami mengevaluasi tiga aspek mas, ada 

evaluasi peserta, tenaga pelatihan dan penyelenggara pelatihanéò108 

ñéya mas, tentu di dalam proses evaluasi ini, kami mengevaluasi 

mulai dari peserta, tenaga pelatih dan penyelenggara pelatihanéò109 

 

 
107 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.19 WIB 
108 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.37 WIB 
109 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.39 WIB 
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Selain itu, Tenaga Pelatihan juga menjelaskan terkait evaluasi 

pelaksanaan pengembangan CPNS bahwa: 

ñépada proses evaluasi ini, kami mengevaluasi tiga aspek mas, 

mulai dari evaluasi peserta, tenaga pelatih sampai evaluasi penyelenggara 

pelatihan maséò110 

Peserta latsar CPNS juga menjelaskan bahwa: 

ñédi tahap evaluasi, ada tiga aspek mas yang di evaluasi, ada 

aspek kami sendiri sebagai peserta, ada aspek tenaga pelatih dan juga 

aspek penyelenggara maséò111 

Pernyataan dari informan diatas juga dibuktikan dengan dokumen 

pedoman evaluasi pelaksanaan pengembangan CPNS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Evaluasi Pengembangan CPNS DPR RI TA 2023  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 

09.41 WIB 

Evaluasi pelaksanaan pengembangan juga dilakukan dengan 

adanya pemberian tugas kepada CPNS, hal demikian bertjuan agar CPNS 

 
110 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.40 WIB 
111 Wawancara dengan Bapak Devindra Ramkas Oktaviano, S.IP., M.Han., Jumôat 13 Desember, 

Pukul 09.14 WIB 
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mengetahui dan faham dengan materi yang diberikan saat pelatihan dan 

dapat dipraktikkan langsung di unit kerja terkait, seperti yang disampaikan 

oleh Widyaswara Ahli Pertama: 

ñépada pelaksanaan evaluasi, kami juga melakukan pemberian 

tugas mas, tugas yang kami berikan salah satunya laporan aktualisasi, jadi 

CPNS ini terjun langsung ke unit kerjanya untuk melihat kekurangan apa 

yang ada, dan kami memberikan tugas untuk membuat semacam 

rancangan atau proposal dan mengimplementasikannya di unit kerjaéò112 

Dua penelaah Teknis Kebijakan juga menyatakan hal serupa 

bahwa: 

ñépada pengembangan CPNS ini, kami mengevaluasi peserta 

salah satunya dengan pemberian tugas laporan aktualisasi mas, jadi ada 

tahap habituasi Dimana CPNS itu terjun langsung ke unit kerja, jadi di 

laporan aktualisasi ini kami minta CPNS untuk menyelsaikan masalah 

yang ada di unit kerjanya masing-masingéò113 

ñéevaluasi terhadap CPNS ini kami berikan tugas untuk membuat 

laporan aktualisasi pasca tahap habituasi, jadi CPNS itu membuat 

semacam proposal dan dibimbing juga oleh coach di lapangan sampai 

tahap penyelesaian masalah di masing-masing unit kerjanyaéò114 

Selain itu, Tenaga Pelatihan juga menjelaskan hal yang sama 

sebagai berikut: 

ñépenugasan pada proses evaluasi ini kami mengevaluasi CPNS 

dengan pemberian tugas pasca habituasi, yaitu dengan laporan aktualisasi 

maséò115  

Peserta Latsar CPNS juga menyampaikan hal serupa, bahwa: 

ñékami di berikan tugas mas sebagai bentuk evaluasi kami selama 

mengikuti kegiatan pengembangan, kami diminta membuat semacam riset 

 
112 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.21 WIB 
113 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.39 WIB 
114 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.41 WIB 
115 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.42 WIB 
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di unit kerja kami masing-masing, dan kami diminta untuk menawarkan 

ide gagasan dan menyelesaikan permasalahan yang adaéò116 

Beberapa pernyataan informan diatas juga terdapat dokumen evaluasi 

yang dibuktikan dengan hasil laporan aktualisasi yang dibuat oleh CPNS 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 Wawancara dengan Bapak Devindra Ramkas Oktaviano, S.IP., M.Han., Jumôat 13 Desember, 

Pukul 09.16 WIB 
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Gambar 4.20 Laporan Aktualisasi CPNS DPR RI TA 2023  

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

Laporan lengkap juga dapat diakses melalui Barcode berikut: 

 

 

 

Gambar 4.21 Barcode Laporan Aktualisasi CPNS DPR RI TA 2023 

Berdasarkan data dari informan, dapat diketahui bahwa evaluasi 

kegiatan pengembangan CPNS yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap tiga 

aspek, aspek peserta, aspek tenaga pelatihan dan aspek penyelenggara 

pelatihan. Selain itu juga ada beberapa tahapan dalam evaluasi kegiatan 

pengembangan CPNS, seperti yang disampaikan oleh Widyaswara Ahli 

Pertama sebagai berikut: 

ñéberhubung kami menerapkan blended learing, jadi tahapan yang 

kami lakukan dalam evaluasi pengembangan CPNS ini dimuai dari 

evaluasi sikap prilaku, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi dan 

evaluasi PKTBT mas, sehingga nanti ada kualifikasi kelulusannya 

maséò117 

Dua Penelaah Teknis Kebijakan juga menyampaikan hal serupa: 

ñépada proses evaluasi, kami ada beberapa tahapan mas, kami mulai 

dari evaluasi sikap prilaku, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi sampai 

 
117 Wawancara dengan Bapak Muhammad Haqiqi Noviar, S.P., M.M, Kamis, tanggal 14 November 

2024, pukul 11.23 WIB 
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di tahap evaluasi PKTBT mas, dan akhirnya nanti ketemu dengan 

kualifikasi kelulusan CPNS maséò118 

ñétentunya kami menerapkan beberapa tahapan dalam evaluasi 

pengembangan CPNS ini mas, ada evaluasi sikap prilaku, akademik, 

aktualisasi dan PKTBT maséò119 

Hal serupa juga disampaikan oleh Tenaga Pelatih CPNS sebagai 

berikut: 

ñéuntuk mencapai kualifikasi kelulusan mas, kami ada beberapa 

tahapan evaluasi CPNS, dimulai dari evaluasi sikap prilaku, akademik, 

aktualisasi dan PKTBT, sehingga jika ada CPNS yang tidak memenuhi 

kualifikasi kami adakan remedial maséò120 

Peserta Latsar CPNS juga menyampaikan hal yang sama: 

ñésebagai bentuk evaluasi kami mas, agar memenuhi kualifikasi, ada 

tahapan yang di evaluasi, mulai dari sikap prilaku, akademik, aktualisasi 

dan PKTT mas, dan juga jika ada dari kami yang tidak memenuhi standar 

penilaian maka kami di remedi maséò121 

Berdasarkan data dari informan, dapat diketahui bahwa tahapan 

evalusi kegiatan pengembangan CPNS yang dilakukan oleh Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI melalui beberapa tahapan diantaranya 

adalah evaluasi sikap prilaku, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi dan 

evaluasi PKTBT. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 
118 Wawancara denga Bapak Arthono Wibowo, S.Pd., Kamis, tanggal 14 November 2024 pukul 

11.41 WIB 
119 Wawancara denga Bapak Bapak Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN., Kamis, tanggal 14 

November pukul 11.43 WIB 
120 Wawancara dengan Ibu Ibu Risa Tiarazani, S.Pd., Kamis 14 November 2024, pukul 11.44 WIB 
121 Wawancara dengan Bapak Devindra Ramkas Oktaviano, S.IP., M.Han., Jumôat 13 Desember, 

Pukul 09.17 WIB 
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Gambar 4.22 Tahap Evaluasi CPNS DPR RI TA 2023  

Sumber, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 

09.41 WIB 

Berikut juga dokumen kualifikasi kelulusan peserta pengembangan 

CPNS dan pengumuman hasil seleksi pengadaan CPNS Setjen DPR RI 

Tahun Anggaran 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Kualifikasi Kelulusan CPNS DPR RI TA 2023  

Sumber: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WIB 
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Gambar 4.24 Pengumuman Hasil Seleksi Pengadaan CPNS DPR RI 

TA 2023  

Pengumuman Nomor: 15/Pansel Pengadaan Cpns/1/2024, Sumber diambil 

dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 

13 November 2024 Jam 09.41 WIB 

Daftar nama, kualifikasi, jabatan dan jenis formasi hasil pengadaan 

CPNS Sekjen DPR RI tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui qrcode 

atau link berikut: 

 

 

 

https://berkas.dpr.go.id/siap/cpns-pengumuman/signed-202408-FIX-

PENGUMUMAN-15.pdf 

https://berkas.dpr.go.id/siap/cpns-pengumuman/signed-202408-FIX-PENGUMUMAN-15.pdf
https://berkas.dpr.go.id/siap/cpns-pengumuman/signed-202408-FIX-PENGUMUMAN-15.pdf
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Gambar 4.25 Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan CPNS DPR RI TA 

2023  

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 09.41 WI 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pengembangan calon pegawai negeri sipil saat ini merupakan sebuah 

kerharusan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur penting di 

dalam suatu lembaga pendidikan maupun pemerintahan, yang menjamin suatu 

lembaga baik atau tidak juga salah satunya dipandang dari sisi pegawainya. 

Seecara tidak langsung, PNS harus memiliki beberapa kompetensi yang sesuai 

dengan perannya.122 

Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonsia memandang bahwa pengembangan CPNS 

merupakan kewajiban bagi lembaga, karena agar menciptakan pegawai-pegawai 

yang berkompeten dan mampu mengikuti perkembangan zaman. PNS dalam 

menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi guna 

menunjang keberhasilan dalam kinerjanya. Porses kerja suatu lembaga pendidikan 

maupun pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal jika PNS-

nya kurang berkompeten pada bidangnya, sehingga Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI berusaha dengan maksimal melakukan pengembangan terhadap 

CPNS di lingkup Setjen DPR RI. 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan secara deskriptif pembahasan data 

hasil penelitian di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI terkait dengan 

pengembangan calon pegawai negeri sipil. Pembahasan ini berdasarkan tahapan-

 
122 Lastiwi, Suryono, and Nihayati, 2022. ñStrategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara Dan Arah Kebijakannya. Nusanntara Inovation Journal. Vol 1 No 1. hlm:38-46.  
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tahapan dari kerangka teori yang selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut 

sehingga mencapai titik temu. 

A. Perencanaan Pengembangan CPNS 

Perencanaan pengembangan CPNS merupakan suatu kegiatan yang 

terstruktur dalam peningkatan kualitas melalui program-program pendidikan 

dan pelatihan.123 Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI melakukan 

perencanaan pengembangan CPNS dilakukan atas tiga dasar, yaitu: dasar 

hukum yang berlaku, perkembangan zaman serta penetuan tujuan yang jelas, 

hal tersebut sesuai dengan teori perencanaan pengembangan sumber daya 

manusia.124 

Dasar hukum yang berlaku dijadikan acuan dalam pengembangan CPNS 

di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI karena dasar hukum ini telah 

ditetapkan oleh negara dan menjadi tanggung jawab Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI untuk melaksanakannya. Temuan penelitian 

menjunjukkan bahwa dasar hukum memiliki peran yang sangat penting dalam 

pengembangan CPNS. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan CPNS, hal tersebut 

terkonfirmasi melalui pernyataan dari berbagai narasumber yang terlibat 

dalam proses pengembangan CPNS dan dokumen-dokumen terkait di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

sangat berperan dengan menjadi landasan hukum yang komprehensif 

 
123 Awaluddin, ñPendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu 

Sekolah,ò Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies 2, no. 2 (2021): 25ï43, 

http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss. 
124 aƛŎƘŀŜƭΣ άaŀƴŀƧŜƳŜƴ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ aŀƴǳǎƛŀΣ 9Řƛǎƛ wŜǾƛǎƛ YŜŘǳŀΦέ 
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mengenai manajemen ASN, termasuk pengembangan CPNS.125 Sebagai aturan 

induk, Undang-Undang ini menjadi acuan utama dalam merancang kebijakan 

pengembangan CPNS. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga secara spesifik mengatur tentang 

manajemen PNS, termasuk rekrutmen, pengangkatan dan pelatihan dasar 

CPNS.126 Berdasarkan temuan, narasumber menegaskan bahwa 

pengambangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI selalu 

disesuaikan dengan aturan yang berlaku. 

Peraturan Lembaga Administrasi negara (PerLAN) Nomor 10 Tahun 2021 

juga menjadi panduan yang spesifik bagi pelaksanaan pelatihan dasar 

CPNS.127 Narasumber menyebutkan bahwa regulasi ini penting dalam 

memastikan bahwa pelatihan ini dilakukan sesuai standar nasional. Selain 

aturan-aturan di atas, regulasi dari instansi terkait seperti Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 

serta Sekretaris Jendral DPR RI juga menjadi rujukan dalam merancang dan 

melaksanakan pengembangan CPNS. 

Berdasarkan temuan dari narasumber dan dokumen yang mendukung, 

menunjukkan bahwa narasumber memiliki pandangan yang seragam 

mengenai pentingnya dasar hukum dalam pengembangan CPNS. Dasar 

hukum menjadi konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pada program 

pengembangan CPNS. Dengan dasar hukum juga, setiap kegiatan 

 
125 Aparatur Sipil Negara et al., ñUndang Undang Tentang ASN,ò 2014. 
126 Republik Indonesia, ñPeraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil,ò 2017. 
127 Irfan Idris et al., ñPeraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara No 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil,ò 2021, 2021, 1ï28, https://lan.go.id/wp-content/uploads/2023/01/2021-Peraturan-LAN-

Nomor-10-Tahun-2021.pdf. 
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pengembangan CPNS memiliki legitimasi yang kuat, sehingga mendukung 

akuntabilitas dan transparansi proses kegiatan. Sehingga, dasar hukum 

memastikan bahwa pengembangan CPNS di instansi pemerintahan selaras 

dengan kebijakan nasional yang berlaku. 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI secara konsisten merjuk 

kepada regulasi dalam menyusun program pengembangan CPNS. Hal ini 

dibuktikan melalui dokumen-dokumen pengembangan CPNS yang diterbitkan 

oleh negara. Dasar hukum baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

maupun Lembaga Administrasi Negara memiliki peran sentral dalam 

pengembangan CPNS. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan panduan 

teknis, tetapi juga memastikan legitimasi, konsistensi dan akuntabilitas dalam 

setiap proses pengembangan CPNS. Temuan ini menegaskan betapa 

pentingnya peran regulasi sebagai landasan utama bagi pengembangan 

kompetensi ASN di Indonesia, khususnya di lingkungan DPR RI. 

Selain dari dasar hukum, aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pengembangan CPNS yakni perkembangan zaman. 

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, digitalisasi 

dan transformasi pola kerja telah menciptakan tantangan dan peluang baru 

dalam pengembangan CPNS.128 DPR RI, melalui Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI secara aktif mengintegrasikan perkembangan zaman ke dalam 

perencanaan program pengembangan CPNS. 

 
128 Dian Sudiantini et al., ñTransformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk 

Pertumbuhan Ekonomi Digital,ò Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen 1, no. 3 

(2023): 21ï30. 



 
 

104 

 

Perkembangan zaman tidak hanya menciptakan kebutuhan baru dalam 

dunia kerja, tetapi juga menuntut perubangan cara kerja CPNS.129 Hal ini 

mendorong Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI untuk meningkatkan 

kemampuan adaptasi CPNS terhadap teknologi dan perubahan global. 

Kemudian juga, perkembangan zaman ini dapat menjawab kebutuhan 

organisasi modern yang mengutamakan efisiensi, fleksibilitas dan inovasi. 

Selanjutnya, dengan perkembangan zaman, Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI memastikan bahwa adanya relevansi kompetensi CPNS 

dengan perkembangan masyarakat, termasuk pelayanan publik yang berbasis 

teknologi. 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI telah merancang program 

pengembangan CPNS yang memperhatikan perkembangan zaman seperti 

adanya integrasi teknologi dalam pelatihan. Contoh dari adanya integrasi 

teknologi dalam pelatihan adalah adanya e-learning management system. 

Melalui e-learning management system tersebut, pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI memfasilitasi pembelajaran yang dapat diakses oleh CPNS. 

Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam menyerap materi 

pembelajaran. Massive open online course (MOOC) juga memungkinkan 

CPNS mengikuti pelatihan sesua dengan kebutuhan zaman, dengan akses ke 

berbagai materi dan sumber yang terpercaya, CPNS dapat memanfaatkan 

perkembangan tekologi ini untuk meningkatkan kemampuannya sehingga hal 

tersebut sesuai dengan teori pengembangan SDM.130 

 
129 Suryanto, Adi, ñTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi,ò Hlm. 

73-87. 
130 Garry Dassler, Manajemen SDM (Jakarta: Indeks, 2004). Hlm. 224.. 
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Selain integrasi teknolgi dalam pelatihan, aktualisasi di tempat kerja juga 

dirancang agar meningkatkan pemahaman CPNS terhadap situasi dunia kerja. 

Sehingga dengan hal ini, memberikan kesempatan kepada CPNS untuk 

menerapkan teori yang dipelajari ke dalam praktik yang relevan di tempat 

kerja yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kemajuan teknologi ini telah 

mendorong perubahan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. 

Kompetensi tersebut seperti literasi digital yang mefokuskan CPNS memiliki 

kemampuan dalam menggunakan dan memahami teknologi digital. 

Keterampilan data juga salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh CPNS 

dimana pengolahan dan analisis data dapat mendukung dan membantu CPNS 

dalam pengambilan keputusan. Inovasi berbasis teknologi juga menjadi 

kompetensi yang difokuskan terhadap pengembangan CPNS sehingga dapat 

mengembangkan Solusi kreatif dengan memanfaatkan teknologi modern. 

Mengintegrsikan perkembangan zaman dalam pengembangan CPNS juga 

memberikan berbagai manfaat, baik secara individu maupun organisasi.131 

Pembelajaran yang berbasis teknologi memungkinkan program pelatihan 

dilaksanakan secara efisien tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Program 

berbasis e-learning dan MOOC juga memungkinkan CPNS terus belajar dan 

meningkatkan kemampuan di luar mengikutki pelatihan klasikal. Sehingga, 

dengan memperhatikan kebutuhan zaman, kompetensi CPNS menjadi lebih 

sesuai dengan tuntutan kerja modern. 

Meskipun perkembangan zaman membawa peluang, Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI juga menghadapi tantangan akibat adanya kemajuan 

 
131 Cucu Supriyatna, ñAnalisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Administrasi 

Umum Golongan II Dan III Di Kabupaten Bandung,ò Coopetition꜡: Jurnal Ilmiah Manajemen 15, 

no. 1 (2024): 177ï96, https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i1.4289. 
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teknologi. Tantangan tersebut seperti adanya kesenjangan teknologi, akses 

terhaadap infrastruktur digital dan perubahan pola pikir. Tidak semua CPNS 

memiliki tingkat literasi digital yang memadai, sehingga pelatihan teknologi 

perlu dilakukan secara bertahap. Selain itu, masih juga terdapat kendala dalam 

memastikan seluruh peserta memiliki akses yang setara terhadap platform 

teknologi yang digunakan. Selain itu, perubahan pola pikir, perbahan dari pola 

kerja tradisional ke pola kerja berbasis teknologi memerlukan waktu dan 

pendekatan yang adaptif. 

Sebagai bukti nyata penerapan perkembangan zaman, Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI telah mengintegrasikan teknolgi dalam program 

pengembangan CPNS melalui jam pelajaran e-learing, kolaborasi digital 

melalu learning management system dan penggunaan MOOC.132 Dari ketiga 

program tersebut, memberikan fleksibilitas bagi peserta CPNS untuk 

mempelajari materi sesuai waktu mereka. Kemudian juga memfasilitasi kerja 

tim lintas wilayah untuk menyelesakan tugas-tugas berbasis proyek. Ketiga 

program diatas juga dapat memberikan akses ke kelas-kelas online dari 

berbaga institusi global yang dapat diakses oleh CPNS. Sehingga, 

perkembangan zaman menjadi elemen kunci dalam pengembangan CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI.  

Dengan mengintegrasikan teknologi dan menyesuaikan pelatihan dengan 

kebutuhan zaman, program pengembangan CPNS tidak hanya memberikan 

kompetensi yang relevan tetapi juga mempersiapkan CPNS yang mampu 

 
132 .ŀŘŀƴ YŜǇŜƎŀǿŀƛŀƴ bŜƎŀǊŀΣ άtŜŘƻƳŀƴ tŜƴȅǳǎǳƴŀƴ tŜǊŜƴŎŀƴŀŀƴ tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ tŜƎŀǿŀƛ 
bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭΦ нлмоΦέ 
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menghadapi tantangan kerja di masa depan.133 Meskipun terdapat berbagai 

tantangan, langkah adaptif yang diambil oleh Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI menunjukkan komitmen untuk menciptakan CPNS yang 

kompeten, inovatif dan siap bersaing di era global. 

Selain dasar hukum dan perkembangan zaman, penetapan tujuan juga 

menjadi aspek yang diperhatikan dalam perencanaan pengambangan CPNS. 

Penetapan tujuan menjadi salah satu elemen krusial dalam proses 

pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI. Tujuan 

yang jelas dan terarah dapat membantu serta memastikan bahwa 

pengembangan CPNS dapat mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan temuan, proses penetapan tujuan 

pengembangan CPNS dirancang dengan mengacu kepada pedoman yang telah 

ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 

Penetapan tujuan merpakan langkah awal dan strategis dalam 

pengembangan CPNS. Tujuan yang jelas memungkinkan adanya arah 

pengembangan yang terfokus. Pengembangan yang terfokus dapat 

memastikan bahwa setiap program pelatihan memiliki sasaran dan spesifikasi 

yang ingin dicapai.134 Penetapan tujuan juga menjamin bahwa pengembangan 

CPNS yang dilakukan di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI ini 

sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh LAN RI. 

Menurut hasil wawancara, Pusbangkom SDM Legislatif menetapkan 

empat kompetensi utama sebagai tujuan pengembangan CPNS. Kompetensi 

 
133 IƛŘŀȅŀǘΣ {ŀǇǳǘǊŀΣ ŀƴŘ bǳǊǊŀƘƳŀƴΣ άtŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ YƻƳǇŜǘŜƴǎƛ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ !ǇŀǊŀǘǳǊ aŜƭŀƭǳƛ 
5ƛƪƭŀǘ ¢Ŝƪƴƛǎ tŀŘŀ .ŀŘŀƴ YŜǇŜƎŀǿŀƛŀƴ tŜƴŘƛŘƛƪŀƴ 5ŀƴ tŜƭŀǝƘŀƴ 5ŀŜǊŀƘ YŀōǳǇŀǘŜƴ aŀƎŜƭŀƴƎ 
tǊƻǾƛƴǎƛ Wŀǿŀ ¢ŜƴƎŀƘΦέ 
134 Mahmudi, ñManajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas 

Pelayanan Organisasi Sektor Publik,ò Jurnal Ilmu Administrasi VIII, no. 3 (2013): 312ï21. 
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ini dirancang untuk membentuk CPNS yang profesional, berkarakter dan siap 

mendukung tata kelola pemerintahan yang cerdas. Sikap perilaku bela negara 

adalah kompetensi pertama yang ditetapkan.135 Kompetensi ini menekankan 

pembentukan sikap dan perilaku CPNS yang mencerminkan rasa cinta tanah 

air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesiapan untuk mempertahankan 

kedaulatan bangsa. Program pelatihan yang mendukung pengembangan 

kompetensi ini seperti pendidikan wawasan kebangsaan dan pemahaman 

tentang sejarah perjuangan bangsa. 

Kompetensi kedua yang ditetapkan adalah aktualisasi nilai-nilai dasar 

PNS. CPNS dilatih untuk memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar 

yang meliputi integritas, profesionalisme, inovasi dan pelayanan publik. 

Kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa CPNS memiliki etika 

kerja yang tinggi dan mampu menjadi panutan dalam tugasnya. Kedudukan 

dan peran PNS dalam mendukung smart govermance juga menjadi 

kompetensi yang ditetapkan dalam pengembangan CPNS.  

Dalam era digital, CPNS diharapkan mampu mendukung implementasi 

smart govermance yang berbasis teknologi. Kompetensi tersebut mencakup 

seperti pemahaman terhadap kebijakan tata kelola pemerintahan berbasis 

teknologi dan kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam 

meningkatkan pelayanan publik. Penguasaan kompetensi teknis yang sesuai 

dengan bidang tugas menjadi kompetensi terakhir yang ditetapkan. 

Kompetensi ini memastikan bahwa CPNS memiliki keahlian teknis yang 

 
135 !Φ {ΦΣ tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ aŀƴǳǎƛŀ 5ŀƭŀƳ wŀƴƎƪŀ tŜƳōŀƴƎǳƴŀƴ bŀǎƛƻƴŀƭΦ 
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dibutuhkan sesuai dengan bidangnya.136 Program pelatihan diberikan agar 

CPNS memiliki keterampilan yang relevan, sehingga CPNS dapat bekerja 

secara efektif di unit kerjanya masing-masing. 

Penetapan tujuan yang sistematis ini memberikan berbagai manfaat. Selain 

memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program pengembangan, tujuan 

yang terarah juga memastikan bahwa CPNS yang dihasilkan mampu 

berkontribusi secara optimal terhadap unit kerjanya.137 Meskipun demikian, 

terdapat tantangan dalam menjaga relevansi tujuan dengan dinamika 

perkembangan zaman dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, evaluasi 

berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan yang 

ditetapakan tetap relevan dan dapat dicapai secara efektif.  

Berdasarkan penjelasan di atas terkait perencanaan pengembangan CPNS 

di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI dilakukan atas tiga dasar, yaitu 

dasar hukum, perkembangan zaman dan penetapan tujuan. selain perencanaan 

pengembangan CPNS, Pusbangkom SDM Legislatif juga memperhatikan 

kualifikasi CPNS yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 

Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini memuat 

ketentuan yang komprehensif terkait tata cara, prosedur dan persyaratan dalam 

proses pengadaan ASN. Salah satu fokus utama dalam peraturan ini adalah 

 
136 aŀǊƴƛŀǝΣ tǊƻŦΦ!ŘƧǳƴŎǘΣ άaŀƴŀƧŜƳŜƴ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ aŀƴǳǎƛŀΦέ 
137 P. L. Gaol and I. Arifin, ñEfektifitas Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pencapaian Visi 

Organisasi Studi Kasus Pada Bagian Pengeloaan Wisma Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia,ò Jurnal Sumber Daya Aparatur 5, no. 1 (2023): 22ï43. 
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penyelarasan kebutuhan ASN dengan rencana strategis masing-masing 

instansi pemerintah. 

Sementara itu hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kualifikasi 

CPNS di Setjen DPR RI ditetapkan berdasarkan standar dan aturan yang 

berlaku, serta mengikuti prosedur rekrutmen yang ketat. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa setiap CPNS yang diterima memiliki kompetensi 

dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing dan 

sesuai dengan teori yang digunakan.138 

Dalam wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwai 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI memberlakukan standar 

kualifikasi yang ditetapkan oleh negara. Proses ini melibatkan Biro Sumber 

Daya Manusia Aparatur (SDMA) yang berperan dalam mengatur kebutuhan 

unit kerja dan memastikan bahwa seleksi CPNS dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Penerapan standar kualifikasi CPNS di lingkup Setjen 

DPR RI tidak hanya mengacu pada aturan nasional tetapi juga disesuaikan 

dengan kebutuhan spesifik masing-masing unit kerja. Proses ini diawasi secara 

ketat oleh Biro SDMA untuk memastikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen, 

mulai dari seleksi administrtatif hingga penilaian kompetensi, dilakukan 

secara objektif dan profesional. 

Penetapan formasi dan kualifikasi CPNS di Setjen DPR RI pada 

pengadaan CPNS tahun anggaran 2023 menunjukkan kesesuaian antara 

kebutuhan organisasi dengan kompetensi CPNS. Proses ini tidak hanya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga untuk 

 
138 .ŀŘŀƴ YŜǇŜƎŀǿŀƛŀƴ bŜƎŀǊŀΣ άtŜŘƻƳŀƴ tŜƴȅǳǎǳƴŀƴ tŜǊŜƴŎŀƴŀŀƴ tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ tŜƎŀǿŀƛ 
bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭΦ нлммέ 
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memastikan bahwa CPNS yang diterima mampu beradaptasi dengan tantangan 

dan dinamikan kerja di lingkungan DPR RI. Penerapan standar kualifikasi ini 

memiliki dampak positif dalam menciptakan aparatur negara yang kompeten 

dan berintegritas. Dengan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, CPNS 

diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, sekaligus 

berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup DPR RI. 

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Hidayat, Romi Saputra, 

dan Agung Nurrahman dalam Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur 

berfokus pada pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat teknis di 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Magelang.139 Penelitian 

tersebut menekankan pentingnya diklat teknis sebagai upaya peningkatan 

kompetensi aparatur, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

beberapa keterbatasan, terutama pada efektivitas perencanaan dan 

implementasi program pelatihan. Sementara itu, penelitian mengenai 

pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis.  

Dalam penelitian ini, perencanaan pengembangan CPNS dilandaskan 

pada tiga aspek utama, yaitu dasar hukum, perkembangan zaman, dan 

penetapan tujuan. Ketiganya menjadi acuan utama dalam setiap proses 

penyusunan program pelatihan dan pengembangan, yang menunjukkan adanya 

 
139 IƛŘŀȅŀǘΣ {ŀǇǳǘǊŀΣ ŀƴŘ bǳǊǊŀƘƳŀƴΣ нлнлΦ άtŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ YƻƳǇŜǘŜƴǎƛ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ !ǇŀǊŀǘǳǊ 
aŜƭŀƭǳƛ 5ƛƪƭŀǘ ¢Ŝƪƴƛǎ tŀŘŀ .ŀŘŀƴ YŜǇŜƎŀǿŀƛŀƴ tŜƴŘƛŘƛƪŀƴ 5ŀƴ tŜƭŀǝƘŀƴ 5ŀŜǊŀƘ YŀōǳǇŀǘŜƴ 
aŀƎŜƭŀƴƎ tǊƻǾƛƴǎƛ Wŀǿŀ ¢ŜƴƎŀƘΦ WǳǊƴŀƭ a{5! όaŀƴŀƧŜƳŜƴ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ !ǇŀǊŀǘǳǊύΦ ±ƻƭΦ млΦ ƘƭƳΦ 
рн-тнΦέ 
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perencanaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi dibandingkan dengan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. 

Dari aspek dasar hukum, penelitian pada Pusbangkom secara jelas 

merujuk pada regulasi-regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

PNS, serta Peraturan LAN yang menjadi acuan nasional dalam pengembangan 

ASN.140 Berbagai narasumber menegaskan bahwa seluruh program 

pengembangan CPNS yang dirancang sepenuhnya merujuk pada ketentuan 

hukum tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan dan landasan 

normatif yang kuat dalam setiap langkah pengembangan. Sebaliknya, dalam 

penelitian sebelumnya oleh Fahmi dkk., aspek dasar hukum disebutkan namun 

tidak dijabarkan secara rinci atau dijadikan pilar utama dalam proses 

perencanaan pelatihan. Perbedaan ini menandakan bahwa penelitian di 

Pusbangkom memiliki legitimasi dan kejelasan arah yang lebih kuat dalam 

proses pengembangan kompetensi CPNS. 

Selain dasar hukum, penelitian Pusbangkom juga sangat menekankan 

pentingnya perkembangan zaman dalam menyusun program pelatihan. 

Penggunaan teknologi seperti MOOC, e-learning, Distance Learning, serta 

pembelajaran kolaboratif melalui learning management system menjadi bukti 

bahwa pelatihan CPNS dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

tantangan era digital. Pendekatan ini tidak ditemukan dalam penelitian 

sebelumnya yang masih menggunakan pendekatan konvensional dalam 

 
140 tǊŜǎƛŘŜƴ wLΣ ά¦¦ wL bƻΦр ¢ŀƘǳƴ нлмп ¢ŜƴǘŀƴƎ !ǇŀǊŀǘǳǊ {ƛǇƛƭ bŜƎŀǊŀΦέ 
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pelaksanaan diklat teknis. Dengan demikian, penelitian pada Pusbangkom 

memberikan gambaran pengembangan kompetensi yang lebih adaptif, 

inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan kerja modern. 

Dalam hal penetapan tujuan, penelitian Pusbangkom merumuskan 

tujuan pengembangan berdasarkan empat kompetensi utama yang ditetapkan 

oleh LAN RI, yakni sikap bela negara, pengaktualisasian nilai dasar PNS, 

peran dalam mendukung smart governance, dan penguasaan kompetensi 

teknis sesuai bidang kerja. Tujuan-tujuan ini menunjukkan orientasi yang 

tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup aspek karakter dan nilai dasar 

sebagai abdi negara. Sebaliknya, dalam penelitian sebelumnya, tujuan diklat 

tidak dijabarkan secara detail dan cenderung masih terbatas pada peningkatan 

pengetahuan teknis semata. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan di 

Pusbangkom lebih menyeluruh dan strategis. 

Akhirnya, dari sisi kualifikasi CPNS, penelitian Pusbangkom 

menekankan bahwa seluruh CPNS telah direkrut melalui proses seleksi ketat 

yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dan standar nasional. Hal ini 

menegaskan bahwa pengembangan yang dilakukan sudah berdasarkan input 

yang berkualitas dan tepat sasaran. Sementara itu, aspek ini tidak menjadi 

fokus dalam penelitian Fahmi dkk., sehingga proses pengembangan dalam 

penelitian sebelumnya kurang menyoroti kualitas awal peserta pelatihan. 

Keseluruhan perbandingan ini menunjukkan bahwa penelitian tentang 

Pusbangkom SDM Setjen DPR RI memiliki cakupan yang lebih luas, 
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pendekatan yang lebih modern, serta dasar pelaksanaan yang lebih kuat secara 

normatif dan strategis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 

Meskipun penelitian tentang pengembangan CPNS di Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI menunjukkan pendekatan yang lebih 

komprehensif dan modern, terdapat beberapa kekurangan yang dapat dicatat. 

Pertama, penelitian ini cenderung terlalu berfokus pada aspek normatif dan 

regulatif, sehingga kurang menggali sejauh mana efektivitas pelaksanaan 

pengembangan kompetensi di lapangan. Hal ini berbeda dengan penelitian 

oleh Fahmi dkk. yang lebih menyoroti permasalahan implementasi di tingkat 

teknis, seperti hambatan pelaksanaan diklat dan keterbatasan sarana prasarana, 

yang justru penting untuk memahami tantangan riil dalam proses 

pengembangan SDM. 

Kedua, penelitian di Pusbangkom lebih banyak mengutip pendapat 

internal dari pihak penyelenggara (misalnya Widyaswara, pejabat struktural, 

dan pelatih CPNS), namun belum menggali perspektif dari peserta CPNS itu 

sendiri sebagai subjek utama dari program pengembangan. Hal ini 

menyebabkan informasi yang diperoleh masih bersifat top-down dan belum 

mencerminkan pengalaman langsung atau kendala yang dihadapi oleh peserta 

pelatihan. Berbeda dengan pendekatan Fahmi dkk. yang menyertakan analisis 

terhadap persepsi pegawai atau peserta pelatihan terhadap kualitas diklat yang 

diberikan. 

Ketiga, penelitian ini juga belum membahas secara mendalam 

mengenai indikator pengukuran keberhasilan dari program pengembangan 
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yang telah dilaksanakan. Misalnya, tidak ada data kuantitatif atau evaluasi 

yang menunjukkan peningkatan kompetensi peserta pasca pelatihan, atau 

sejauh mana capaian kompetensi sesuai dengan yang ditargetkan dalam 

rencana pengembangan. Padahal, aspek evaluatif ini penting untuk menilai 

seberapa jauh tujuan pelatihan telah tercapai dan dapat menjadi masukan 

dalam perencanaan berikutnya. 

Selain itu, meskipun penggunaan teknologi digital seperti MOOC dan 

e-learning telah disebutkan, penelitian ini tidak menjelaskan sejauh mana 

efektivitas metode tersebut diterima dan diakses oleh para peserta, serta 

bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi. Hal ini menjadi 

penting mengingat tidak semua peserta memiliki tingkat literasi digital yang 

sama, sehingga tantangan dalam proses pembelajaran daring seharusnya juga 

menjadi bagian dari analisis. 

Dengan demikian, meskipun penelitian ini unggul dalam hal 

pendekatan strategis dan legalistik, tetap terdapat ruang untuk 

penyempurnaan, terutama dalam hal evaluasi implementasi, keterlibatan 

peserta, dan pengukuran dampak nyata dari pengembangan kompetensi yang 

dilakukan. 
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Tabel 5.1 

Perencanaan Pengembangan CPNS di Pusat Pengembangan Kompetensi 

SDM Legislatif Sekretariat Jendral DPR RI 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan Pengembangan 
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Perencanaan 

Pengembangan 

CPNS 

 

Kualifikasi 

CPNS 

Perencanaan 

Pengembangan CPNS 

adalah suatu kegiatan 

yang dlaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas 

melalui program 

pendidkan dan pelatihan 

KemenPAN-RB 

Nomor 544 

Tahun 2023 

tentang 

Penetapan 

Kebutuhan 

Pegawai 

Aparatur Sipil 

Negara di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Pusat 
Perencanaan 

Pengembangan CPNS 

di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR 

RI dilaksanakan atas 

tiga aspek: 

1. Dasar ukum 

2. Perkembangan 

zaman 

3. Penetapan 

Tujuan 

CPNS yang ada di 

lingkup Setjen DPR RI 

telah sesuai dengan 

standar yang telah 

ditetapkan oleh 

pemerintah 
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Keterangan Tabel 5.1 

Perencanaan Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI 

a. Keterangan warna 

1. Warna biru tua: simbol untuk judul/fokus 

2. Warna kuning: simbol untuk bagian sub bab pada fokus 

3. Warna hijau: teori yang digunakan 

4. Warna biru muda: hasil temuan 

b. Keterangan gambar 

: Simbol sebagai judul/fokus penelitian 

 

     : Simbol sebagai sub bab pada focus 

 

     : Simbol sebagai teori yang digunakan 

 

     : Simbol sebagai hasi temuan  
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B. Proses Pelaksanaan Pengembangan CPNS 

Proses pelaksanaan pengembangan CPNS tentu tidak luput dari 

metode, strategi dan tahapan yang digunakan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa metode, strategi dan tahapan yang digunakan dalam proses 

pelaksanaan pengembangan CPNS yang akan menjamin berhasil atau 

tidaknya kegiatan tersebut. Proses pelaksanaan pengembangan CPNS 

dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi, menurut Hani Handoko 

terdapat dua metode pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, yaitu 

On the Job Training dan Off the Job Training.141 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai proses 

pelaksanaan pengambangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen 

DPR RI, ditemukan bahwa terdapat berbagai metode yang diterapkan 

dalam pengembangan CPNS. Metode-metode ini dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang optimal dengan memanfaaatkan 

berbagai pendekatan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi teknis CPNS, tetapi juga menanamkan nilai-

nilai dasar sebagai ASN. Selain itu, proses pengembangan ini bertujuan 

untuk membentuk ASN yang berintegritas, professional dan mampu 

beradaptasi dengan tantangan di tempat kerja. 

Metode klasikal adalah metode yang dapat diterapkan di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI. Metode klasikal merupakan 

metode pembelajaran tradisional yang dilakukan secara tatap muka di 

ruang kelas. Dalam metode ini, terdapat dua bentuk kegiatan, yaitu On 

 
141 Gary Y, Dasler. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: 2004. Hlm. 113-115. 
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Class dan Off Class. Metode klasikal memberikan keuntungan berupa 

interaksi langsung antara peserta dengan pelatih dan peserta lainnya, 

sehingga dapat mendorong pembelajaran kolaboratif serta pertukaran ide 

dan pengalaman. 

Metode yang kedua yang dapat diterapkan di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI adalah metode Blended Learning. Metode 

blended learning menjadi inti dari pelaksanaan pengembangan CPNS di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI. Metode ini 

mengkombinasikan pembelajaran online dan offline untuk menciptakan 

pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan adaptif. Pada metode blended 

learning terdapat beberapa elemen utama yang dilakukan mulai dari 

pelatihan mandiri (MOOC), distance learning, pembelajaran klasikal dan 

habutuasi atau aktualisasi di unit kerja terkait. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kegiatan 

pengembangan CPNS yang dilakukan di Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI menggunakan metode Blended Learning yang dilakukan 

dengan kegiatan On the Job Training/On Class dan Off the Job 

Training/Off Class. 

a. On the Job Training/On Class 

Metode On the Job Training/On Class merupakan metode yang 

meminta seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan pada saat itu 

juga.142 Tujuan dari On the Job Training/On Class diantaranya adalah 

untuk memperoleh pengalaman baru, mengamati secara langsung 

 
142 William G, Latihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cet IV, (Bandung:Mandar 

Maju, 1991), hlm 2. 
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sesuatu yang telah menjadi tanggung jawabnya dan meningkatkan 

kemampuan, kecepatan serta meningkatkan diri dari Tingkat dasar. 

Metode ini paling banyak digunakan oleh lembaga pemerintahan atau 

lembaga pendidikan dan Perusahaan. Adapaun beberapa metode yang 

bisa digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Pelatihan (Training) 

Pelatihan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan 

dalam proses pengembangan CPNS secara luas, Martoyo Susilo 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah pemberian tambahan 

pengetahuan yang dilakukan oleh organisasi terhadap pegawainya. 

Sedangkan pelatihan merupakan suatu proses pendidikan yang 

diarahkan kepada nilai-nilai keterampilan dan keahlian pegawai 

sesuai dengan jabatan atau pekerjaannya.143 

Seperti yang dilaksanakan oleh Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI, bahwa pelatihan dimulai dengan fase off campus, 

yaitu pelatihan mandiri secara dari melalui platform MOOC. Pada 

fase ini CPNS belajar secara fleksibel, mengakses modul dan video 

pembelajaran sesuai jadwal masing-masing. Setelah menyelesaikan 

pelatihan mandiri, CPNS melanjutkan ke fase on campus, yaitu 

pelatihan atau pembelajaran tatap muka. 

Pada fase tatap muka, CPNS mendapatkan bimbingan langsung 

dari pelatih yang berpengalaman. Sesi ini dirancang untuk 

membantu CPNS memahami materi yang lebih kompleks melalui 

 
143 Rafles Tiara Sakti and Mulyadi, ñPelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu,ò 

Penelitian Sosial Dan Politik 4, no. 2 (2015): 37ï48. 
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diskusi, simulasi dan studi kasus. Selain itu, sesi ini memberikan 

kesempatan kepada CPNS untuk bertanya langsung mengenai 

tantangan yang akan dihadapi ketika nanti terjun ke unit kerja 

masing-masing. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI juga dapat dilihat 

pada dokumen foto berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Pelatihan CPNS DPR RI TA 2023 

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 2024 Jam 

09.41 WIB 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pelatihan 

yang digunakan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

telah sesuai antara penggunaan metode pelatihan dengan teori yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli.144 

b. Off the Job Training/Off Class 

Metode ini merupakan kegiatan yang dilakukan diluar 

tempat kerja dan jam kerja. Off the Job Training/Off Class 

dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan, mempunyai kesempatan bertukar pikiran dan 

 
144 ²ƛƭƭƛŀƳΣ D {ŎƻǳǘΦ [ŀǝƘŀƴ 5ŀƴ tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ {5aΦ мффмΦ 
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agar mendapatkan ide-ide yang baru. Seperti yang dilakukan 

oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI, selain 

mengunakan On the Job Training/On Class juga menggunakan 

metode Off the Job Training/Off Class. Dalam metode ini, 

terdapat beberapa teknik diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Kursus 

Kursus adalah pelayanan belajar yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, sikap menap, keahlian dan 

kemahiran yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

mutu kehidupan dan menjadi bekal agar dapat 

dimanfaatkan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Kurus ini diberikan oleh Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI kepada CPNS dengan 

tujuan memberikan pengetahuan mendalam tentang sesuatu 

yang dibutuhkan di unit kerja. Pelaksanaan pengembangan 

CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI dapat 

dilihat pada dokumen foto kursus di bawah ini: 

   

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Bimtek Penggunaan LMS AKILA CPNS 

DPR RI TA 2023 
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Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 

2024 Jam 09.41 WIB 

2) Pendidikan 

Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi 

jangka panjang bagi setiap organisasi, oleh sebab itu setiap 

organisasi yang berkembang selalu melakukan dan 

memfasilitasi proses pendidikan bagi pegawainya dengan 

memberikan perhatian yang sangat besar terhadap proses 

tersebut.145 Seihingga meningkatnya kemampuan atau 

keterampilan para pegawai akan mempengaruhi terhadap 

meningkatnya kinerja pegawai. 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

memberikan keleluasaan dan apresiasi kepada CPNS yang 

telah diangkat menjadi PNS untuk melanjutkan 

pendidikannya guna mengembangkan kemampuan supaya 

dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan optimal. 

Tujuan dari pendidikan adalah memberikan kesempatan 

kepada semua individu untuk berkembang dan maju, 

diantaranya melalui studi lanjut. 

3) Seminar 

Seminar merupakan suatu pertemuan yang memiliki 

teknis dan akademis dengan tujuan untuk memberikan 

pengetahuan menyeluruh tentang suatu topik tertentu 

dengan pemecahan masalah melalui interaksi antara peserta 

 
145 Martoyo Susilo, Sumber Daya Manusia, (Jogjakarta: BPEE, 1999), hlm 56. 
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seminar dan pemberi materi. Seminar juga merupakan 

pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu 

masalah di bawah pimpinan siding. Masalah yang dibahas 

di dalam suatu seminar dapat mencakup berbaga bidang 

disipilin ilmu atau berbaga kegiatan di dalam kehidupan. 

Pelaksanaan seminar di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI dilakukan untuk memberikan 

pengetahuan secara menyeluruh kepada CPNS di lingkup 

DPR RI. Berikut adalah dokumen foto pelaksanaan seminar 

yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen 

DPR RI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Seminar CPNS DPR RI TA 2023 

Sumber diambil dari dokumen Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha Pusbangkom SDM Legislatif tanggal 13 November 

2024 Jam 09.41 WIB 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode 

pengembangan yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen 

DPR RI adalah metode On the Job Training/On Class dengan teknik 
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pelatihan dan Off the Job Training/Off Class dengan beberapa teknik 

diantaranya adalah kursus, pendidikan dan seminar. 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI juga menggunakan 

dua strategi dalam pengembangan CPNS diantaranya dengan 

menggunakan strategi off campus dan on campus. Strategi off campus ini 

dilakukan di dalam kelas sedangkan strategi on campus dilakukan setelah 

CPNS mengikuti pelatihan di dalam kelas dan mengaktualisasikannya di 

unit kerja masing-masing. 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI juga, pada 

pelakasanaan pengembangan CPNS melakukan beberapa tahapan yang 

terstruktur. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan 

pengembangan CPNS sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 

Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) RI, sekaligus menjawab kebutuhan 

pengembangan keahlian praktis di tempat kerja. Tahapan-tahapan yang 

dilakukan di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI adalah micro 

learning/self learning, distance learning, pembelajaran klasikal dan 

pengembangan kompetensi teknis (PKTBT). 

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa 

tahapan-tahapan tersebut diterapkan secara konsisten di Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI. Pelaksanaan blended learning menjadi inti 

dari seluruh tahapan dengan mengintegrasikan pembelajaran daring dan 

tatap muka dengan praktik kerja di unit kerja masing-masing. Setiap 

tahapan didukung oleh proses evaluasi yang berkelanjutan guna 
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memastikan CPNS memahami materi dan mampu menerapkannya dalam 

konteks kerja nyata. 

Berdasarkan penelitian skripsi oleh Jannah Fina Kholilatul berjudul 

ñManajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai FITK di Bagian Tata 

Usaha UIN Walisongo Semarangò.146 Dalam penelitian yang dilakukan di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI, pelaksanaan pengembangan 

CPNS dilakukan melalui pendekatan blended learning yang 

menggabungkan pembelajaran daring dan luring. Metode ini dijalankan 

dengan dua strategi utama yaitu off campus dan on campus. Strategi off 

campus mencakup pembelajaran mandiri seperti pelatihan melalui MOOC 

dan e-learning, serta pembelajaran klasikal di kelas, sedangkan on campus 

merupakan penerapan atau aktualisasi kompetensi secara langsung di unit 

kerja masing-masing CPNS. Tahapan pelatihan ini pun cukup terstruktur, 

dimulai dari micro learning/self learning, dilanjutkan dengan distance 

learning dan aktualisasi di tempat kerja, kemudian pelatihan klasikal, 

hingga terakhir pada tahap PKBT (Pengembangan Kompetensi Teknis). 

Semua tahapan tersebut juga disertai dengan evaluasi secara berkala sesuai 

pedoman dari LAN RI. Metode dan strategi yang diterapkan di 

Pusbangkom bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta 

keadaan di lapangan, termasuk dalam kondisi darurat yang hanya 

memungkinkan pelatihan secara daring. 

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian oleh Jannah Fina 

Kholilatul yang dilakukan di lingkungan akademik UIN Walisongo 

 
146 WŀƴŀƘΣ άaŀƴŀƧŜƳŜƴ tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ YƻƳǇŜǘŜƴǎƛ tŜƎŀǿŀƛ CL¢Y 5ƛ .ŀƎƛŀƴ ¢ŀǘŀ ¦ǎŀƘŀ ¦Lb 
²ŀƭƛǎƻƴƎƻ {ŜƳŀǊŀƴƎΦ {ƪǊƛǇǎƛΦ нлмуέ 
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Semarang, lebih menekankan pada manajemen pengembangan kompetensi 

pegawai yang berorientasi pada pelatihan formal dan pengembangan 

melalui tugas kedinasan, seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), 

bimbingan teknis, workshop, serta studi lanjut. Dalam konteks tersebut, 

metode pengembangan kompetensi masih bersifat konvensional dan belum 

mengintegrasikan teknologi informasi secara signifikan, seperti yang 

diterapkan dalam model blended learning di Pusbangkom. Fokus dari 

penelitian Jannah lebih pada perencanaan program, implementasi, dan 

evaluasi kegiatan pengembangan pegawai secara administratif, sementara 

pendekatan yang dilakukan di Pusbangkom justru lebih progresif dan 

interaktif, mengutamakan keterlibatan aktif peserta melalui pembelajaran 

mandiri, aktualisasi, serta pemanfaatan platform digital. 

Perbedaan mencolok lainnya terletak pada konteks kelembagaan 

dan karakteristik peserta. Penelitian di UIN Walisongo membahas pegawai 

tetap atau ASN fungsional yang telah bekerja, sementara penelitian di 

Pusbangkom fokus pada CPNS sebagai aparatur baru yang perlu dibentuk 

dari awal baik secara kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial 

kultural. Oleh karena itu, pendekatan pengembangannya di Pusbangkom 

bersifat lebih menyeluruh dan sistematis sejak masa pra-penempatan 

hingga aktualisasi di unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Pusbangkom 

telah menyesuaikan proses pengembangan CPNS dengan tantangan 

zaman, terutama melalui pemanfaatan teknologi dan strategi pelatihan 

yang berbasis kebutuhan riil di lapangan, sesuatu yang belum menjadi 

sorotan utama dalam penelitiannya. 
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Perbedaan paling menonjol antara kedua penelitian terletak pada 

metode dan pendekatan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Dalam 

skripsi Jannah Fina Kholilatul, metode pengembangan kompetensi 

pegawai lebih berfokus pada pendekatan tradisional, yaitu melalui diklat 

struktural, pelatihan teknis, workshop, dan studi lanjut yang 

pelaksanaannya cenderung bersifat formal, administratif, dan belum 

menggunakan teknologi secara menyeluruh. Selain itu, dalam konteks 

tersebut, pengembangan kompetensi dilaksanakan setelah pegawai 

menjalani masa kerja tertentu dan sifatnya lebih pada penyegaran atau 

peningkatan kemampuan kerja yang sudah berjalan. 

Sebaliknya, dalam pengembangan yang dilakukan di Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI, pendekatan pengembangan CPNS jauh 

lebih komprehensif dan berbasis digital, dengan mengimplementasikan 

metode blended learning. Blended learning ini mencakup pembelajaran 

mandiri (melalui MOOC), distance learning, pelatihan klasikal, dan 

aktualisasi langsung di unit kerja. Strategi pelaksanaannya pun dibagi 

menjadi dua bagian utama, yaitu off campus (belajar mandiri dan pelatihan 

klasikal) dan on campus (aktualisasi atau praktik langsung di lingkungan 

kerja). Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan pengembangan CPNS di 

Pusbangkom lebih modern, adaptif, dan selaras dengan perkembangan 

teknologi dan kebutuhan kompetensi ASN masa kini. 

Perbedaan lainnya terdapat pada struktur tahapan pelatihan. Di 

Pusbangkom, pelaksanaan pengembangan CPNS dilakukan melalui empat 
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tahapan yang jelas dan sistematis sesuai dengan panduan dari LAN RI, 

mulai dari self learning, distance learning, pelatihan klasikal, hingga 

pengembangan kompetensi teknis (PKBT). Sementara itu, dalam 

penelitian Jannah, tahapan tidak begitu terstruktur dan lebih mengikuti 

kebutuhan masing-masing unit kerja tanpa ada alur yang terpadu dari 

tahap awal hingga akhir. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pengembangan CPNS 

yang digunakan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI yakni 

hampir sesuai dengan kajian teori yang peneliti tulis, hanya pada metode 

rotasi jabatan dan demonstrasi/pemberian contoh yang tidak dilakukan, 

tetapi metode yang digunakan yakni pendidikan dan pelatihan. Strategi 

pengembangan CPNS yang digunakan oleh Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI dilakukan dengan off class & on class, didalamnya 

mecakup pelatihan pengembangan, pembinaan & mentoring, 

pengembangan karir dan pemberian penghargaan. Strategi ini sesuai 

dengan kajian teori yang penulis gunakan, dan tahapan pengembangan 

CPNS yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif sudah sesuai 

dengan kriteria tahapan kajian teori yang peneliti gunakan. 
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Tabel 5.2 

Proses Pelaksanaan Pengembangan CPNS di Pusat Pengembangan 

Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral DPR RI 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Pengembangan 

CPNS 

 

Tahapan 

Pengembangan 

CPNS 

1. On the Job 

Training/O

n Class 

2. Off the Job 

Training/Of

f Class 

1. Menentukan tujuan 

& kebutuhan 

2.Berkonsentrasi pada 

tujuan & sasaran 

3.Menetukan kriterian 

keberhasilan 

4.Melaksanakan 

percobaan & revisi 

5.Melaksanakan & 

mengevaluasi 

Metode pengembangan 

CPNS yang digunakan 

oleh Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI 

yakni hampir sesuai 

dengan kajian teori yang 

peneliti tulis, hanya pada 

metode rotasi jabatan dan 

demonstrasi/pemberian 

contoh yang tidak 

dilakukan, tetapi metode 

yang digunakan yakni 

pendidikan dan pelatihan 

Tahapan 

pengembangan CPNS 

yang dilakukan oleh 

Pusbangkom SDM 

Legislatif sudah sesuai 

dengan kriteria tahapan 

kajian teori yang 

peneliti gunakan 

Strategi 

Pengembangan 

CPNS 

 

1. Off Campus 

2. On Campus 

Strategi pengembangan 

CPNS yang digunakan 

oleh Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI 

dilakukan dengan off 

class & on class, 

didalamnya mecakup 

pelatihan pengembangan, 

pembinaan & mentoring, 

pengembangan karir dan 

pemberian penghargaan. 

Strategi ini sesuai dengan 

kajian teori yang penulis 

gunakan 

Proses Pelaksanaan 

Pengembangan CPNS DPR RI 
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Keterangan Tabel 5.2 

Proses Pelaksanaan Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI 

a. Keterangan warna 

5. Warna biru tua: simbol untuk judul/fokus 

6. Warna kuning: simbol untuk bagian sub bab pada fokus 

7. Warna hijau: teori yang digunakan 

8. Warna biru muda: hasil temuan 

b. Keterangan gambar 

: Simbol sebagai judul/fokus penelitian 

 

     : Simbol sebagai sub bab pada focus 

 

     : Simbol sebagai teori yang digunakan 

 

     : Simbol sebagai hasi temuan  
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C. Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan CPNS 

1. Hasil pelaksanaan pengembangan CPNS 

Hasil penelitian ini mengungkapkan proses evaluasi pelaksanaan 

pengembangan CPNS yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI. Proses ini dirancang untuk memastikan 

bahwa pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kompetensi 

CPNS dalam aspek teoritis maupun praktis. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan lima informan, yaitu Widyaswara Ahli Pertama, 

Dua Penelaah Teknis Kebijakan, Tenaga Pelatihan dan Peserta Latsar 

CPNS, evaluasi dilakukan dengan pendekatan terstruktur yang 

mencakup beberapa aspek dan sesuai dengan teori yang peneliti 

gunakan.147 

Terdapat tiga aspek utama dalam evaluasi pengembangan CPNS, 

yaitu evaluasi peserta, evaluasi tenaga pelatihan dan evaluasi 

penyelenggaraan.148 Evaluasi peserta berfokus pada penilaian terhadap 

kemapuan peserta dalam memahami dan mengaplikasikan materi 

pelatihan. Evaluasi ini mencakup penilaian sikap, perilaku dan 

keterampilan teknis. Aspek yang kedua adalah evaluasi tenaga 

pelatihan. Evaluasi ini menilai efektivitas tenaga pelatihan dalam 

menyampaikan materi dan membimbing peserta. Hal ini dilakukan 

 
147 WǳǎǳŦ LǊƛŀƴǘƻΣ {ǳƭƛƪŀƘ !ǎƳƻǊƻǿŀǝΣ ŀƴŘ ¸ǳƴƛŀǿŀƴ IŜǊǳ {ŀƴǘƻǎƻΣ нлннάtŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ 
aŀƴŀƧŜƳŜƴ tŜƭŀǝƘŀƴ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ aŀƴǳǎƛŀ .ŜǊŘŀǎŀǊ {ƛǎǘŜƳ !ŘŘƛŜ tŀŘŀ !ǇŀǊŀǘǳǊ 5ƛ .ŀŘŀƴ 
tŜƴƎŜƳōŀƴƎŀƴ {ŘƳ tǊƻǾƛƴǎƛ Wŀǿŀ ¢ƛƳǳǊΥ 5ƛƎƛǘŀƭƛǎŀǎƛ ¢ǊŀƛƴƛƴƎ bŜŜŘǎΦ WǳǊƴŀƭ [ŀȅŀƴŀƴ aŀǎȅŀǊŀƪŀǘΦ 
±ƻƭΦ сΦ bƻΦ нΦ ƘƭƳΦ рмм-рнлέ 
148 aƛŎƘŀŜƭΣ нлмт άaŀƴŀƧŜƳŜƴ {ǳƳōŜǊ 5ŀȅŀ aŀƴǳǎƛŀΣ 9Řƛǎƛ wŜǾƛǎƛ YŜŘǳŀΦ ̧ƻƎȅŀƪŀǊǘŀΥ tŜƴŜǊōƛǘ 
.tC9-¦DaΦ ƘƭƳΦ мттέ 
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untuk memastikan bahwa metode pengajaran relevan dan mudah 

dipahami. 

Aspek yang terakhir dalam evaluasi pengembangan CPNS adalah 

evaluasi penyelenggaraan, aspek ini meninjau kualitas penyelenggaran 

program pelatihan, termasuk fasilitas, materi dan manajemen 

pelatihan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran 

program dan mendukung keberhasilan peserta, sehingga evaluasi 

terhadap ketiga aspek tersebut merpakan bagian integral dari program 

pengembangan CPNS, hal tersebut sesuai dengan teori evaluasi 

manajemen pengembangan SDM.149 

Dengan demikian, bahwa proses pelaksanaan pengembangan 

CPNS yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR 

RI dilakukan sesui dengan aturan yang berlaku. Terdapat beberapa 

metode dan teknik diantaranya adalah on the job training/on campus 

dengan teknik pelatihan dan off the job training/off campus dengan 

teknik seperti kursus, Pendidikan dan seminar.  

2. Evaluasi Pendidkan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang 

berkesinabungan dari suatu program yang bertujuan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia. Supaya kegiatan diklat dapat 

mencapai tujuan sesuai harapan, maka penyelenggara diklat harus 

memastikan bahwa seluruh kebutuhan mulai dari materi sampai 

fasilitias harus lengkap dan berkualitas. Untuk mengukur tingkat 

 
149 {ŀƪǝ ŀƴŘ aǳƭȅŀŘƛΣ нлмрΦ άtŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ tŜƴŘƛŘƛƪŀƴ 5ŀƴ tŜƭŀǝƘŀƴ 5ŀƭŀƳ aŜƴƛƴƎƪŀǘƪŀƴ YƛƴŜǊƧŀ 
tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ όtb{ύ 5ƛ 5ƛƴŀǎ tŜƴŘƛŘƛƪŀƴ 5ŀƴ YŜōǳŘŀȅŀŀƴ tǊƻǾƛƴǎƛ .ŜƴƎƪǳƭǳΦ tŜƴŜƭƛǝŀƴ 
{ƻǎƛŀƭ 5ŀƴ tƻƭƛǝƪΦ ±ƻƭΦ пΣ bƻΦ нΦ ƘƭƳΦ от-пуέ 
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keberhasilan diklat, maka kegiatan diklat perlu adanya pengntrolan 

mutu diklat. Bentuk pengontrolan mutu diklat tersebut dapat 

dilaksanakan dengan evaluasi. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

memerlukan evaluasi untuk mengetahui Tingkat keberhasilan pelatihan 

yang telah dilaksanakan. 

Purwanto menjelaskan bahwa evaluasi merpakan proses 

menentukan nilai atau evektivitas suatu kegiatan untuk membuat 

Keputusan.150 Pendapat lain juga menjelaskan bahwa evaluasi adalah 

suatu pemeriksaan atau penyelidikan yang sistematis tentang manfaat 

atau kegunaan sesuatu berdasarkan standar tertentu.151 Kemudian 

pendapat tersebut juga dikuatkan juga bahwa evaluasi adalah proses 

penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang valid 

dan reliabel untuk membuat keputusan tentang program Pendidikan 

dan pelatihan.152 

Evaluasi juga sesuai dengan hadits yang menjelaskan bahwa 

evaluasi terhadap diri sendiri adalah dengan cara introspeksi atau 

penghitungan diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kreatifitas dan 

produktivitas (amal sholeh) pribadi. Jika di dalam proses evaluasi 

ditemukan beberapa keberhasilan, makan keberhasilan itu hendaknya 

dipertahankan dan ditingkatkan, tetapi jika ditemukan beberapa 

kelemahan dan kegagalan, maka hendaknya hal tersebut segera 

 
150 Arief Aulia Rahman and Cut Eva Nasryah, Evaluasi Pembelajaran, Uwais Inspirasi Indonesia, 

2019. Hlm 2-7 
151 Iqbal Hasan, ñHasan_Iqbal_2004_Analisis_Data_Penelitia.Pdf,ò n.d. Hlm 87. 
152 M. L. Prasetyo, B., & Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi. (Jakarta: 

Rajawai Press, 2006). Hlm 76. 
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diperbaiki dengan cara meningkatkan ilmu, iman dan amal. Sayyidina 

Umar bin Khattab Rodhiyallohu óAnhu berkata: 

äɀćǤĆȅǠĆćƠ ĊþĆà ĆȰĊǤĆøȩ ĊȴćȮĆȆćȦĊøȹĆà äɀćǤĈȅǠĆǵ ĆüǠĆȩ ĈåǠŉȖĆĊƪä ĈȸĊǣ ĆȀĆȶćȝ ĊȸĆȝ 
Artinya: ñdari Sayyidina Umar bin Khattab Rodhiyallohu 

óAnhu, beliau berkata, evaluasilah dirimu, sebelum engkau 

dievaluasiò 

Perkataan tersebut berkatan dengan kegiatan evaluasi terhadap diri 

sendiri. Asumsi yang mendasar bahwa Alloh SWT mengutus dua 

malaikat Raqib dan Atid sebagai pengawas untuk mencatat terhadap 

amal manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut agar selalu waspada 

dan memperhitungkan segala tindakannya, supaya kehidupannya tidak 

merugi. 

Evaluasi terhadap diri orang lain merpakan bagian dari kegiatan 

evaluasi yang harus dilakukan. Evaluasi yang dilakukan di 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI yakni dengan melakukan 

beberapa tahapan, yaitu: 

a. Evaluasi sikap dan perilaku 

Evaluasi ini menilai perubahan sikap dan perilaku peserta 

selama pelatihan, yang mencerminkan pemahaman terhadap nila-

nila kerja yang diharapkan 

b. Evaluasi akademik 

Pada evaluasi ini, melibatkan tes dan tugas akademik untuk 

mengukur pemahaman peserta terhadap materi pelatihan 

c. Evaluasi aktualisasi 
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Pada evaluasi ini, peserta CPNS diminta untuk menyusun 

laporan aktualisasi berdasarkan pengalaman di unit kerja masing-

masing. Laporan ini mencakup identifikasi masalah, usulan atau 

solusi dan implementasi. 

d. Evaluasi PKTBT 

Pada evaluasi ini, ditujukan untuk mengintegrasikan seluruh 

aspek penilaian untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta 

CPNS. 

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan evaluasi dilakukan secara 

berkesinambungan dan menggunakan blended learing, yaitu 

menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Apabila peserta 

tidak memenuhi kualifikasi kelulusan, maka Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI menyediakan remedial sebagai bentuk perbaikan. 

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan 

pelatihan yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR 

RI terdiri dari tiga aspek evaluasi, yaitu evaluasi peserta, tenaga pelatihan 

dan penyelenggara pelatihan. Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam 

mengevaluasi kegiatan pelatihan adalah dengan empat tahapan, yaitu 

evaluasi sikap dan perilaku, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi dan 

evaluasi PKTBT. 

Sehingga dari pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa tahapan 

evaluasi kegiatan pendidkan dan pelatihan yang dilakukan oleh 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI sedikit berbeda dengan 

model ROI process dari Jack L yaitu dengan tahap perencanaan evaluasi, 
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pengumpulan data, analisis dan pelaporan. Walaupun terdapat sedikit 

perbedaan, akan tetapi peneliti menganggap bahwa tahapan pelaksanaan 

evaluasi yang dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

sangat efektif dilakukan. 

Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nila Zahrotul 

Mustafidah berjudul ñEvaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Patiò berfokus pada evaluasi pelaksanaan pelatihan yang bersifat 

administratif dan normatif.153 Evaluasi dilakukan melalui pengisian 

kuisioner dan umpan balik pascapelatihan, dengan menekankan pada 

efektivitas kegiatan, kepuasan peserta terhadap materi dan metode 

pelatihan, serta sejauh mana tujuan pelatihan tercapai secara umum. 

Evaluasi belum menyentuh secara spesifik aspek keterlibatan peserta 

dalam pengaplikasian hasil pelatihan di tempat kerja, dan belum terlihat 

adanya pembagian tahapan evaluasi yang mendalam seperti pada 

pendekatan pelatihan berbasis blended learning. 

Sebaliknya, hasil penelitian di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen 

DPR RI menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan pengembangan CPNS 

dilakukan secara lebih sistematis dan menyeluruh. Terdapat tiga aspek 

utama yang menjadi fokus evaluasi, yaitu aspek peserta pelatihan, tenaga 

pelatih, dan penyelenggara pelatihan. Evaluasi tidak hanya dilakukan 

 
153 N Z Mustafidah, ñEvaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Badan 
Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pati,ò 2022, 707ï15, 

http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28493%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/28493/1/Manaje

men_30401900238_fullpdf.pdf.Φ 



 
 

138 

 

melalui metode administrasi, tetapi juga melalui tugas aktualisasi di unit 

kerja masing-masing peserta. Tugas ini bertujuan untuk mendorong 

peserta mengenali masalah riil di instansi tempat mereka bertugas dan 

menyusun solusi yang kemudian diimplementasikan secara langsung. 

Evaluasi ini memberikan penilaian atas kemampuan peserta dalam 

mengintegrasikan teori dengan praktik nyata di lapangan. 

Selain itu, tahapan evaluasi di Pusbangkom dibagi ke dalam empat 

jenis, yaitu evaluasi sikap/prilaku, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, 

dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis Berbasis Tugas 

(PKTBT). Keempat tahapan tersebut memiliki kualifikasi kelulusan 

masing-masing yang harus dipenuhi oleh CPNS. Jika ada peserta yang 

belum memenuhi standar penilaian, maka akan diberikan kesempatan 

untuk mengikuti remedial. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang 

diterapkan oleh Pusbangkom tidak hanya menilai aspek kognitif semata, 

melainkan juga afektif dan psikomotorik secara terintegrasi. 

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 

dua pendekatan tersebut. Penelitian Nila menunjukkan pelaksanaan 

evaluasi yang cenderung administratif dan bersifat formalitas, sementara 

hasil penelitian di Pusbangkom menunjukkan pelaksanaan evaluasi yang 

terstruktur, aplikatif, dan mencerminkan kebutuhan nyata dalam 

pengembangan kompetensi ASN yang adaptif dan berorientasi pada hasil 

kerja. 
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Tabel 5.3 

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan CPNS di Pusat Pengembangan 

Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral DPR RI 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi Kegiatan 

Pendidkan dan 

Pelatihan 

Tahapan Evaluasi 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Evaluasi merupakan 

proses untuk menetukan 

nilai atau efektivitas 

suatu kegiatan untuk 

membuat keputusan  

Tahap pengembangan 

model RO prcess dari 

Jack L. Pelaksanaan 

evaluasi pendidikan dan 

pelatihan dapat 

dilakukan dengan 

empat tahapan utama, 

yaitu: perencanaan 

evaluasi, pengumpulan 

data, analisis data dan 

pelaporan Evaluasi kegiatan 

pendidkan dan pelatihan 

di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI 

terdiri dari evaluasi 

peserta, evaluasi tenaga 

pelatihan dan evaluasi 

penyelenggara pelatihan 

Tahapan evaluasi 

Pendidikan dan 

pelatihan dalam 

kegiatan 

pengembangan CPNS 

di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR 

RI terdiri dari empat 

tahapan, yaitu: 

evaluasi sikap dan 

perilaku, evaluasi 

akademik, evaluasi 

aktualisasi dan 

evaluasi PKTBT 

Evaluasi Pelaksanaan 

Pengembangan CPNS DPR RI 
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Keterangan Tabel 5.3 

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di 

Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI 

c. Keterangan warna 

9. Warna biru tua: simbol untuk judul/fokus 

10. Warna kuning: simbol untuk bagian sub bab pada fokus 

11. Warna hijau: teori yang digunakan 

12. Warna biru muda: hasil temuan 

d. Keterangan gambar 

: Simbol sebagai judul/fokus penelitian 

 

     : Simbol sebagai sub bab pada focus 

 

     : Simbol sebagai teori yang digunakan 

 

     : Simbol sebagai hasi temuan  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh data yang diperoleh oleh peneliti yang dijelaskan pada bab IV 

dan telah dibahas pada bab V, maka pada bab terakhir ini peneliti 

menyimpulkan hasil seluruh analisis, wawancara dan observasi terkait dengan 

ñManajemen Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusat 

Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaò 

1. Perencanaan pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen 

DPR RI dilaksanakan atas tiga dasar yaitu dasar hukum yang berlaku, 

perkembangan zaman dan penetapan tujuan. Selain itu, seluruh CPNS 

yang ada di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI telah mencapai 

standar kualifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 

Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan 

Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI selaku Ketua Tim 

Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 

2023 Nomor 13273/B-SI.02.01/SD/E.II/2023.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 

Perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2023. Selain itu, 

Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI juga menerapkan 4 

kompetensi yang dibangun, yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara, 

mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas 

131 
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jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk 

mendukung smart govermance sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang 

dibutuhkan sesuai bidang tugas. 

2. Proses pelaksanaan pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif 

Setjen DPR RI menggunakan beberapa metode yaitu on the job 

training/on class dan off the job training/off class. Dalam on the job 

training/on class dilakukan dengan: pelatihan (training), sedangkan dalam 

metode off the job training/off class dilakukan dengan cara kursus, 

Pendidikan dan seminar. Kemudian kegiatan pengembangan CPNS yang 

dilakukan di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI dilakukan 

dengan dua strategi pengembangan, yaitu off campus dan on campus, 

untuk off campus dilakukan oleh Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR 

RI dan diikuti oleh seluruh CPNS di lingkup setjen DPR RI dengan belajar 

mandiri dan mengikuti pelatihan dasar di kelas, sedangkan on campus 

dilakukan oleh CPNS dengan terjun langsung ke unit kerja, melihat 

permasalahan apa yang terjadi di unit kerja dan berusaha untuk 

memecahkan masalah tersebut. Sedangkan pada tahapan dalam proses 

pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI 

terdiri dari MOOC, Distance Learning, Pembelajaran Klasikal, PKTBT, 

hingga sampai ditahap pelepasan peserta yang semuanya melalui tahapan 

analisis kebutuhan, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan hingga 

evaluasi kegiatan. 
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3. Evaluasi pelaksanaan pengembangan CPNS di Pusbangkom SDM 

Legislatif Setjen DPR RI terdiri dari tiga aspek yaitu: aspek peserta, aspek 

tenaga pelatihan dan aspek penyelenggara pelatihan. Kemudian tahapan 

evalusi kegiatan pengembangan CPNS yang dilakukan oleh Pusbangkom 

SDM Legislatif Setjen DPR RI melalui beberapa tahapan diantaranya 

adalah evaluasi sikap prilaku, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi dan 

evaluasi PKTBT. 

B. Saran 

Pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusat Pengembangan 

Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia hars ditingkatkan secara terus menerus, agar CPNS lebih 

berkompeten sesuai bidang masing-masing, bekerja secara optimal serta 

CPNS dapat lebih professional sehingga dengan demikian dapat menciptkan 

lingkungan kerja yang baik dan berkualitas dan memberikan dampak terhadap 

pelayanan kepada publik. 

Berdasarkan Kesimpulan yang peneliti tulis, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Kepala Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI supaya dapat 

mempertahankan dan meningkatkan pengembangan CPNS di lingkup 

Setjen DPR RI. 

2. Untuk tenaga pelatihan supaya dapat terus memberikan pelatihan yang 

terbaik kepada CPNS agar CPNS yang ada di lingkup Setjen DPR RI 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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3. Untuk CPNS Setjen DPR RI diharapkan dapat terus meningkatkan 

kompetensi dan keahlian yang dimiliki, serta terus meningkatkan ilmu 

pengetahuannya. 
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Lampiran 5: Instrumen Penelitian 

No Rumusan 

Masalah 

Indikator Pertanyaan Narasumber 

1 Bagaimana 

perencanaan 

pengembangan 

calon pegawai 

negeri sipil di 

Pusbangkom 

SDM 

Legislatif 

Setjen DPR 

RI? 

 

1. Regulasi 
pengembang

an CPNS 

2. Analisis 
Kebutuhan 

3. Penetapan 
Tujuan 

1. Bagaimana 
peran 

Pusbangkom 

dalam 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS? 

2. Lalu, apa yang 
mendasari 

dalam 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS tersebut? 

3. Menurut 
Bapak/Ibu, 

apakah 

perkembangan 

zaman juga 

menjadi acuan 

dalam 

merencanakan 

tujuan 

pengembangan 

CPNS? 

4. Jika iya, seperti 
apa 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS yang 

mengacu 

terhadap 

perkembangan 

zaman? 

5. Bagaimana 
proses 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS di 

Pusbangkom 

SDM Legislatif 

Setjen DPR RI?  

6. Bagaimana 
peran anda 

1. Kepala 
Bidang 

Pengembang

an 

Kompetensi 

Manajerial 

dan Sosial 

Kultural 

2. Widyaswara 
Ahli Pertama 

3. Penelaah 
Teknis 

Kebijakan 

4. Tenaga 
Pelatihan 

CPNS 
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dalam 

mengawasi 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS? 

7. Apa yang 

menjadi 

penekanan 

dalam 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS? 

8. Bagaimana 
proses 

penyusunan 

program dalam 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS 

9. Bagaimana 
standarisasi 

dalam 

perencanaan 

pengembangan 

CPNS? 

10. Bagaimana 
kualifikasi 

dasar yang 

harus dimiliki 

oleh CPNS di 

Setjen DPR RI? 

11. Bagaimana 
kualifikasi 

khusus yang 

harus dimiliki 

oleh CPNS di 

Setjen DPR RI? 

  

2 Bagaimana 

proses 

pelaksanaan 

pengembangan 

calon pegawai 

negeri sipil di 

Pusbangkom 

SDM 

Legislatif 

Setjen DPR 

1. Tahapan 
Pengembang

an CPNS 

2. Strategi 
Pengembang

an CPNS 

3. Kesesuaian 
pelaksanaan 

dengan 

perencanaan 

1. Bagaimana 
tahapan dalam 

proses 

pelaksanaan 

pengembangan 

CPNS? 

2. Bagaimana 
metode yang 

diterapkan 

dalam tahap 

1. Kepala 
Bidang 

Pengembanga

n Kompetensi 

Manajerial 

dan Sosial 

Kultural 

2. Widyaswara 
Ahli Pertama 

3. Penelaah 
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RI? 

 

pengembang

an 

 

pelaksanaan 

pengembangan 

CPNS? 

3. Mengapa 
Pusbangkom 

menggunakan 

metode 

tersebut? 

4. Bagaimana 
strategi yang 

diterapkan 

dalam proses 

pengembangan 

CPNS di 

Psubangkom 

SDM Legislatif 

Setjen DPR RI? 

5. Mengapa 
Pusbangkom 

menggunakan 

strategi 

tersebut? 

6. Bagaimana 
strategi tersebut 

disesuaikan 

dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

CPNS di Setjen 

DPR RI? 

7. Seperti apa 

proses yang 

dilakukan dalam 

pelaksanaan 

strategi 

pengembangan 

CPNS? 

8. Apakah terdapat 
strategi 

pengembangan 

secara internal 

& eksternal? 

9. Jika ada, 

Bagaimana 

strategi tersebut 

diterapkan? 

10. Bagaimana 
kegiatan yang 

Teknis 

Kebijakan 

4. Tenaga 
Pelatihan 

CPNS 

5. Peserta 
CPNS 
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dilakukan 

setelah 

menyusun 

program 

pelaksanaan 

pengembangan 

CPNS? 

11. Seperti apa 

kesesuaian 

perencanaan 

pengembangan 

terhadap proses 

pelaksanaan 

pengembangan 

CPNS? 

3 Bagaimana 

evaluasi 

pengembangan 

calon pegawai 

negeri sipil di 

Pusbangkom 

SDM 

Legislatif 

Setjen DPR 

RI? 

 

1. Capaian 
pelaksanaan 

kegiatan 

pengembang

an 

2. Kualitas 
pengembang

an CPNS 

3. Kompetensi 
CPNS pasca 

kegiatan 

pengembang

an 

1. Bagaimana 
proses evaluasi 

yang dilakukan 

Pusbangkom 

terhadap 

pengembangan 

CPNS? 

2. Kapan evaluasi 

dilakukan 

tersebut 

dilakukan? 

3. Seperti apa 

evaluasi yang 

dilakukan? 

4. Bagaimana 
tahap yang 

dilakukan dalam 

evaluasi 

kegiatan 

Pengembangan 

CPNS? 

5. Bagaimana 
pendapat 

bapak/ibu 

mengenai 

kualitas 

pengembangan 

CPNS yang 

diterapkan? 

6. Bagaimana 
bapak/ibu 

menilai 

kompetensi 

1. Kepala 
Bidang 

Pengembanga

n Kompetensi 

Manajerial 

dan Sosial 

Kultural 

2. Widyaswara 
Ahli Pertama 

3. Penelaah 
Teknis 

Kebijakan 

4. Tenaga 
Pelatihan 

CPNS 

5. Peserta 
CPNS 
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CPNS setelah 

mengikuti 

kegiatan 

pengembangan? 

7. Bagaimana hasil 
dari 

Pengembangan 

CPNS? 

8. Apakah 
Pusbangkom 

memiliki tahap 

evaluasi yang 

diterapkan 

setelah kegiatan 

pengembangan? 

9. Jika ada seperti 
apa? 

10. Bagaimana hasil 
evaluasi 

kegiatan 

pengembangan 

CPNS 

diterapkan 

untuk program 

selanjutnya? 

11. Seperti apa 

tindak lanjut 

dari hasil 

evaluasi 

tersebut? 

12. Bagaimana 
umpan balik 

dari CPNS 

setelah 

melaksanakan 

kegiatan 

pengembangan? 

13. Bagaiamana 
dampak dari 

kegiatan 

pengembangan 

CPNS? 

 

 

 



 
 

162 

 

Lampiran 6: Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS 
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Lampiran 7: Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 

14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil 
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Lampiran 8: Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


